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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

: bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2O2O - 2024 dan dalam rangka memberikan arah pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri secara rinci

dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten

dan berkelanjutan serta sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Nomor

06l /412 / 418.09 l2o2l tanggal 2l Mei 2O2l perihal

Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun

2A2l - 2025 dan Berita Acara tanggal 13 September 2A2l

Nomor 061 12748/418.09/2021 tentang Rapat Pembahasan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026,

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri

Tahun 2O2l - 2026;



Mengingat : 1.

2.
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomo 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14O, Tambahan

lembaran Negara Nomor 3974) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O01 Nomor

134, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (f,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 119, Tambahan [rmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5O38);

3.

4.

5.



)

7.

8.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 I Nomor

82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5944);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambab,an l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang

Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebag:imeura telah

diubah ssfagaimana tetah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O19 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

9.
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10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2OlO - 2025;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36, Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2O2G-2A24 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2016 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun

2O21 tentang Rencana Pembangunan Jangka N'lenengah

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 202l-2026 (t embaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2l Nomor 6,

Tambahan l,embaran Daera]r Nomor 176);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI

BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN

2021-2026 .

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagai unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwalilan Rakyat

Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan urLrsan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada

delapan area pengungkit meliputi : manqiemen perubahan,

deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi,

penataan tata lal<sana, penataan sistem manajemen sumber

daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas,
penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis

sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Kediri Tahun 202l-2026 menjadi pedoman lagi Pemerintah

Daerah dan PD dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Roa.d. Map Reformasi Birolcasi sebagimana dimaksud pada

ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Roa.d Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif
dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem

penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari :

a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri;

b. Tim Reformasi Birokrasi PD;

c. Agen Perubahan;

d. Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha; dan

e. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Kediri.

a

4.

(1)

(2)

(1)
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PD pengampu (leading sedor) area perubahan yang merupakan

bagran dari Kelompok Ke{a Area Perubahan pada Tim

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuts Road Map

Reformasi Birokrasi dengan cara sebagai berikut :

a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi

pelaksanaan Road Mop Reformasi Birokrasi sesuai area

perubahan yang diampu secara berkala pada PD pelaksana

reformasi birokrasi;

b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Roa.d Map Reformasi Birolrrasi sesuai area

perubahan yang diampu secara berkala; dan

c. menyusun laporan pelaksanaan Road Map Reformasi

Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara

berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sebagai

Sekretariat Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten
Kediri.

Tim Reformasi Birokrasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b menindaklanjuti Road Mqp Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan cara sebagai

berikut :

a. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi pD;

b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi PD dengan PD pengampu (teading sector) dan/atau
Sekretariat Reformasi Pemerintah Kabupaten Kediri;

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi
pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pD secara
berkala;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pD secara berkala; dan

(3)



e. melalsanakan pelaporan pelaksanaan Road Map Reformasi

Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara

berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri sebagai Sekretariat

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri.

(4) Agen Perubahan seb:gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
menindaklanjuti Road Mqp Reformasi Birokrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut :

a. menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya-

upaya perubahan bersama Tim Reformasi Birokrasi PD;

dan

b. membantu percepatan informasi dan komunikasi yang

terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam

dan ke luar PD.

(5) Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan

masukarl kebijakan, kritik, dan saran pelaksanaan reformasi

birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam

jaringan (online ) kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kediri sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Kediri.

(6) Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e menjalankan fungsi sebagai unit lelp desk

yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

reformasi birokrasi dengan cara sebagai berikut :

a. menarnpung data dan informasi yang berkaitan dengan

masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan

reformasi birokrasi;

b. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan

reformasi birokrasi yang diterima baik secara langsung

maupun melalui media dalam jaringan (online);

c. memfasilitasi publikasi pelaksanaan reformasi birokrasi;

dan

d. menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur

penyelenggaraan reformasi birokrasi baik secara langsung

maupun melalui media dalam jaringan (oriine);
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 - ll -2021

BI'PATI KEDIRI,

ttd

IIANII{DHITO HIMAWAN PRAMAITA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 - 77 - 2OZl
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEIT KTDIRI,

ttd

DEDE SUJAITA
BERITA DAERAH KABI'PATEI| KEDIRI TAIIUI 2021 ITOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

ukum

SUWONO
Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 10i0

u.b.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan

reformasi bitokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun

dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demiki ar,, Road Map ini akan

menuntun kita agar perubahan yang diharapkan manuju birokrasi yang lebih baik

dapat terwujud. Peraturan Presiden No. 8l Tahun 2010 Tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanahkan penyusunan dan pelaksanaa"

Road Map Reformasi Birokrasi setiap 5 (lima) tahunan.

Penlmsunan Road Map Refomrasi Birokrasi Pcmcrintah Dacrah

Kabupaten Kediri 2021-2026 mengacu pada Peranran Menteri Pendayagunaan

Aparahrr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengorai

pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan

mengenai perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi,

yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel

dan pelayanan publik yang prima.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah

diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015'2020 menjadi

dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2021-2026)'

Karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2021-2026 merupakan penguatan

dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya'

Secara umum, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Kediri berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi

periode sebelumnya berisi tentang upaya, hasil dan dampaknya, analisis

lingkungan dan isu strategis berisi gambaran lingkungan birokasi saat ini dan isu

strategis yang dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan

manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pijakan awal dalam mengurai perjalanan Reformasi Birokrasi di

Kabupaten Kediri adalah dengan mengidentifikasi gambaran umum dari birokrasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri saat ini. Kerangka gambaran umum
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dibangun berturnpu pada sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan secara

nasional, yaitu l) Bhokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang kapabel;

dan 3) Pelayanan publik yang prima. Maka langkah-langkah perubahan yang akan

dilalcukan melalui delapan area perubahan terdiri dari Manajemen Perubahan,

Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan: Penataan

Organisasi/l(elanbagaan; Penataan Ketatalaksanaan; Penataan Sistern Manajemen

SDM; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan; dan terakhir adalah

Pe ningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Se lain itrt, Road Map Reformasi

Birokrasi Kabupaten Kediri juga memuat Quick tlins, yaitu pelayanan yang

bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan

perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari I (satu) tahun,

merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat

dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan euick Wins

adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya

dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang

sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pelaksanaan Refomasi Birokrasi Kabupaten Kediri dilakukan secara

bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada

langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian tentang rencana kegiatan

Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai

dengan prioritas atau fokus perubahan/pembenahan, prioritas yang harus terus

diperlihara, dan prioritas pelayanan publik. Rencana Aksi berisi program/

kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwuludkan,

sekuensi waktu pelaksanaannya. serta penanggungiawabnya.

Dalam rangka mengawal Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten

Kediri tahun 2021-2026 agar sesuai dengan yang direncanakan, makadibutuhkan

monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah

daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup uniU satuan ke{a, lingkup pemerintah

daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilalcukan untuk mempertahankan agar

rencana aksi yang dituangkan dalNn Road Map Reformasi Birokrasi dapat

be{alan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah

ditetapkan. Berdasarkan proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi
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dapat langsung dibenahi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan,

sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.
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BABI

PENDAHULUAN

Salah satu prasyarat utama dari terciptanya pembangunan nasional yang

berkuditas adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka memastikan

terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah yang baik, maka dibutuhkan

reformasi birokrasi yang berkelas dan efektif. Birokrasi yang baik, bersih,

sederhana, dan fleksibel, serta didukung oleh proses tata kelola yang cepat dan

SDM aparatur yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan publik yang prima

dan tentunya berdampak baik pada pencapaian agenda pembangrman nasional.

Melalui Peraturan Presiden No. 8 I Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025, perencan.ran tata kelola reformasi birokrasi

terbagi dalam tiga fase Road Map Reformasi Birokrasi yang tersusun secara

sistematis dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahrm. Hal ioi, dalam rangka memberikan

arah pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya

dapat be{alan efektif dan efisien serta berkelanjutan. Pada fase ini, reformasi

birokrasi telah menginjak periode ketiga atau terakhir, yaitu Road Map Reformasi

Birokrasi periode 2021-2026, setelah periode sebelumnya telah terlaksana dengan

baik. Pada fase akhir ini, pencapaian reformasi birokrasi diharapkan mewujudkan

karakter birokrasi yang berkelas dtxia (world class bureaucracT) dengan watak

birokrasi yang memberikan pelayanan publik semakin berkualitas dan tata kelola

panerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan arus perkembangan

reformasi birokasi negara-negara di dunia yang mengedepankan aspek

akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan prima

dalam kine{a pemerintahannya.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri

2O2l-2026 meogacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Refonnasi

Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan

reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai

perubahan yang dilakukan untuk mancapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu
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mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan

pelayanan publik yang prima. Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi

tersebut, dilakukan dengan cara rnemperhitungkan harapan para pemangku

kepentingan yang dipadukan detrgan kernampuan pemerintah dalam memenuhi

keinginan dimaksud dengan berfokus pada delapan area perubahan.

Road Map Reformasi Birokrasi periode 2021-2026 mengedepankan asas

fokus dan prioritas. Fokus berarti upaya reformasi birokrasi akan d.ilakukan secara

fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Sedangkan, prioritas

dimaksudkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri akan memilih prioritas

perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan

tantangan yang dihadapi. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birolaasi memiliki
peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil_hasil

yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode

sebelumnya (periode 2015-2020) menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi

birolnasi pada tahapan selanjutnya. Sehingga, pelaksanaan Road Map Reformasi

Birokasi periode 2021-2026 ini merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi

birokrasi tahapan sebelurnnya.

Merujuk pada pencapaian periode sebelumnya, Dalam rangka

maringkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas,

kinerja, dan melayani di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri, terdapat

beberapa hal yang perlu disempumakan yaitu:

l. Mengoptimalkan firngsi tim Reformasi Birokrasi intemal, assessor, dan tim

pcnilai intemal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi

Reformasi Birokrasi, serta memastikan hasil pemaatauan dan evaluasi

tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan

berkelanjutan dalam proses pelaksanaan reformasi birohasi;

2. Merumuskan pola change management yang sesuai dengan karakteristik,
psmsrinrah Kabupaten Kediri dan perangkat daerahnya, terutama agar peran

agen penrbahan dapat lebih optimal dan pemahanan pelaksanaan RB dapat

meraB intemalisasinya pada setiap individu (terbentuk mindset dan calture

set budaya kinerja). Hal ini sebagai upaya agar pelaksanaan RB lebih efektif
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dalam memperbaiki tata kelola internal, mewujudkan hasil nyata dan

menjawab kebutuh an stokeholde4

3. Optimalisasi area Deregulasi Kebijakan dengan menyusun peta keterkaitan

kebijakan dan mengoptimalkan seluruh kebijakan yang dikeluarkiur oleh

Pemerintah Kabupaten Kediri mampu berkontribusi dalam memberikan

manfaat yang optimal kepada masyarakat;

4. Melakukan Penyederhanaan Birokrasi yang berpedoman perahran Menteri

PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke

dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya

mewujudkan birokrasi yang dinamis ,lncah (agile), dan profesional;

5. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dqn melalrukan evaluasi

terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja

berjalan secara optimal;

6. Optimalisasi penerapan E-Government di lingkungan pemerintah Kabupaten

Kediri dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;

7. Optimalisasi pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti

pemaofaatan has)l Assessment sebagai dasar pengerrrbangan karir individu

berbasis kompetsnsi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi

pegawai atau HDCP dan melaksanakan pemetaan talenta pengawai dengan

baik .lan menyeluruh

8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instasi

Pemerintah (AKIP) secara menyelunrh serta mengidentif*asi celah

perbaikan lain untuk memastikan peningkatan akuntabiliEs kinerja yang

sigrrifftan dan berkel anj utan;

9. Optimaslisasi implernortasi kebijakan pengawasan internal, terutama dalam

hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyxakat, Wistle
Blowing J):stez, benturan kepentingan serta penerapan Sistem pengendalian

Intemal Pemerintah dan mengoptimalkan peran ApIp sebagai euali6,
Assurance and Consulting kaitanrrya dengan keuangan dan kinerja;

10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan implementasi pemberian

kompensasi apabila layanan tidak sesuai standar secara merata,

menindaklanjuti hasil penilaian survei kepr.asan masyarakat secara
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berkelanjutan dan mendorong inovasi pelayanan agir mampu memberikan

kepuasan kepada masyarakat serta memperkuat integritas penyedia layanan;

ll. Meningkatkan pembangunan Zona tntegritas pada seluruh unit ke{a yang

strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi

birolrasi di Kabupaten Kediri.

Secara umum, Road Mop Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten

Kediri berisi uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode

sebelumnya berisi tentang upaya, hasil dan dampakny4 analisis lingkungan dan

isu strategis berisi gambaran lingkungan birokrasi saat ini dan isu strategis yang

dihadapi, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen

pelaksanaan reformasi birokrasi.
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BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI 2015.2020

2.l.Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan program Reformasi

Birokrasi periode 20I5-2020 dengan baik. Selanjutnya, sebagai wujttd continuous

improvenent Reformasi Birokrasi, maka akan dilalorkan program Reformasi

Birolaasi tahap selanjutnya dalam periode 2021-2026. Capaian implementasi 8

(delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri pada periode

2014-2018 adalah sebagai berikut:

1- Manajemen Perubahan

l) Tim Reformasi Birokrasi

Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebuhrhan

organisasi, namun belum melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai

rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi, baik dalam hal tindaklanjut

hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja maupun hasil kerja.

2) Road Map Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun daa ditetapkan dalam

Keputusan Bupati Nomor I 88.1 5 I 27 4 I 4 18.32 I 201 5 tentang Penetapan

Road Map Reformasi Birokasi Pemerintah Kabupaten Kcdiri Tahun

2015-2W0. Road Map yang disusun telah mencakup 8 area perubahan

dan quick wizs, namun belum sepenuhnya unit kerja di Pemerintah

Kabupaten Kediri dilibatkan dalam penyusunan dan mendapatkan

sosialisasi.

3) Pernantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah

direncanakan dan diorganisasikan, namun masih belum optimal

dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi hanya

dilakukan disebagian perangkat daerah, pelaksanaan evaluasi

reformasi birokrasi masih dilaksanakan pada 12 perangkat daerah.
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Asesor pada pusat telah dibentuk dan untuk asesor pada perangkat

daerah masih sebagian yang sudah dibentuk yaitu di 12 perangkat

daerah. Selain itu, belum seluruh tim ,Li.ressor PMPRB mendapatkan

pelatihan tenatang evaluasi capian reformasi briokrasi .

4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kine4'a

Sebagian Perangkat Daerah telah memiliki Kelompok Budaya Ke{a.

Belum dibentuknya sebagian besar role model aparatur sebagai

wujud pembartukan Agent of Change yang menjadi teladan dalam

praktik penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan

akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya.

Penataan Peraturan Perundrng-undangan

I ) Harmonisasi

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap

peraturan perundangan-undangan di daerah yang tidak harmonis.

Namun, belum seluruhnya dilakukan revisi atas p€raturan perundang-

undangan yang tidak sinkron.

2) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perunde.g-

undangan.

Terdapat siston pengendalian penyusunan peratuftm perundangan

yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah&eterangan

akademik dan persyaratan lainnya.

Penataan dan Penguaten Organisasi

l) Evaluasi dan Penataan

Telah dilakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai tugas, fungsi,

dan ketepaun struktur organisasi agar tidak ada duplikasi dan

tumpang tindih tugas fungsi serta kesalahan nomenklatur organisasi.

Selain itu telah dilakukan evaluasi dengan menganalisis kemampuan

struktur organisasi untuk dapat adaptif terhadap perubahan lingkungan

strategis. Adapun penataan dilakukan agar organisasi tepat fungsi,

tepat proses dan tepat ukuran.



ROAD fAP REFOR A6I EIROXRASI ?E ERI]ITA}I XAIUFATE}I XEDIRI
TAHUT{ 202r-2ma

4. PenataanTatalaksane

I ) Proses Bisnis dan SOP

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri telah dibuat, namun

untuk peta proses bisnis Perangkat Daerah belum semua ddabarkan

dalam SOP.

2) E-Goventment

Pengembangan e-government di Kabupaten Kediri telah dimulai

dengan memanfaatkan penerapan teknologi informasi. Secara spesifik

1sf3fi dil666!nngk u), e-procurement untuk mendukung pengelolaan

sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel.

Pengernbangan e-kinerj o rnttrk menwujudkan penyelenggaraan sistem

pemerintahan yang bermuo. Namun kansformasi digital dalam tata

kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum dioptimalkan seperti

pengembangan aplikasi teknis pada masing masing Perangkat Daerah

guna mempennudah pelayanan, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai

sumber data yang terintegrasi.

3) Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintal

Kabupaten Kediri telah membentuk Pejabat Penyeletrggara lnformasi

dan Dokunentasi Daerah (PPID Daerah). Selain itu, Pemerintah

Kabupaten Kediri membuai website resmi dilengkapi dengan sarana

pengaduan masyarakat secara online melalui uvrw.kedirikab.go.id

dengan mendukung program Sistem Pengelolaan pengaduan

Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan

Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas

Pejabar Pengelola Informasi dan Dokumen (PpID). Namun perlu

dioptimalkan terkait proses monitoring, evaluasi dan fasilitasi

pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

5. Penataan Sistem Manejemen Sumber Daya Manusie.

l) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi,

Evaluasi Jabatan, Penetapan Kine{a lndividu, dan Sistem Informasi

Kepegawaian Perencanaan pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai

5 tahun telah disusun dan diformalkan dengan telah disusunnya
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Analisis Jabatan dan Analisis Beban Ke{a serta Evaluasi Jabatan_

Selain itu, semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani

Pakta Integritas dan Pejabat Tinggi pratama sampai dengan

pelaksana, masing-masing telah menyusun dan menetapkan

Perjanjian Kinerja. Namun pengembangan SDM berbasis

komperensi belum berjalan optimal keseluruh pegawai

berdasarkan dan kebutuhan pengembangan kompetensi.

Sistem Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh seluruh

unit organisasi dengan update data dan sebagai bahan pendukung

pengambilan kebijakan manajemen SDM.

2) Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan

bebas KKN, Promosi jabatan. Penerapan seleksi tes CpNS yang

kansparan dan akuntabel melalui penggunaan Computer Assisted

Ies (CAT) dan penerapan sistem promosi terbuka untuk jabatan

pimpinan tinggi sudah beqjalan namun belum optimal.

3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan penegakan

Aturan Disiplin4(ode Etik[(ode Perilaku pegawaipendidikan dan

pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi

jabatan dan belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang

mencukupi. Selain itu, belum disusun Standar Kompetensi Jabatan

secara keseluruhan. Adapaun terkait penegakan atuan disiplin

penilian kine{a pegawai sudah memanfaatkan penggunaan teknologi

informasi. Sistern Informasi kepegawaian belum dioptimalkan oleh

seluruh unit organisasi dengan update data dan sebagai bahan

pendukung pengambilan kebijakan manajernen SDM

6. Penguatan Akuntabilitas.

l) Keterl ibatan Pimpinan

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Renstra,

Penetapan/Perjanjian Kinerja, dan memantau pencapaian kinerja

secara berkala.

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Seluruh Perangkat Daerah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
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menangani akuntabiliras kine{a dengan berpedoman pada dokumen

akuntabilitas kinoja. Semantara itu, penggunaan sistem pengukuran

kine{a berbasis elektronik belum optimal dalam menunjang

pengukurarr ki ne{a pegawai.

7. PenguatanPengaw.san.

1) Belum optimalnya evaluasi dan tindak lanjut atas adanya laporan

gratifikasi.

2) Penilaian risiko masih dilahrkan oleh sebagian kecil organisasi di

Kabupaten Kediri, sehingga kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko masih belum optimal dalam rangka penerapan

SPIP yang baik di Kabupaten Kediri.

3) Telah tersusunnya kebijakan tertr.ang *-hsitle blowing system, nanun

pelaksanan sosialisasikan dan dievaluasi secara belum berjalan secara

optimal.

4) Belum optimalnya pen.mganan benturan kepentingan di seluruh unit

organisasi Kabupaten Kediri.

5) Telah dilakukatr pembangunao Zona Integritas namun belum secara

intensif. Evaluasi atas Zona Integritas dilaksanakan secara berkala

namun hanya pada unit ke{a yang diusulkan. Belum terdapat unit

ke{a yang ditetapkan sebagai "menuju WBIUWBBM" hanya sebatas

pengusulan unit kerja saja.

6) seluruh firngsi APIP didukung dengan SDM yang memadai secara

kualitas serta didukung anggaran yang memadai. Seluruh fimgsi

pengawasan intemal telah berfokus pada client dan audit berbasis

risiko.

8. Penlngkatan Kualltas Pelayanan Publlk.

l) Telah terdapat kebijakan standar pelayanan. namun belum semua

Perangkat Daerah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

dan pengaduan pelayanan. Budaya pelayanan prima sudah dijalankan

namun belum optimal, akan tetapi seluruh pelayanan dilakukan secara

terpadu.
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Pengelolaan pengaduan pelayanan publik sudah berjalan, namun

belum dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan

evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

publik.

Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di masing

masing Perangkat Daerah sebagian belum dibuatkan rencana tindak

lanjut menjadikan drsar sebagai bahan perencanzum perbaikan layanan.

2,2.Hasil/Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Kediri

Gambaran umum hasil/dampak Reformasi Birokrasi pemerintah

Kabupaten Kediri periode 2015-2020 dilihat dari 3 (tiga) capaian sasaran

reformasi birokrasi nasional: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi

yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan pubiik

be*ualitas. S&agai baseline, maka akan diuraikan pencapaian dalam pelaksanaan

refonrrasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri pada periode 2015-2020 sebagai

berikut:

l. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan reformasi

dalam mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel. Berbagai hal

yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kediri:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BpK-RI) telah

memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian tWTp) kepada pemer.intah

Kabupaten Kediri selarna 3 tahun berhrrut-turut untuk Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah ILKPD) Kabupaten Kediri tahun 201g,2019 dan 2020;

Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Lm(P$, seluruhnya telah

menyerahkan laporan yang dimaksud kepada Komisi pemberantasan

Korupsi (KPK). Sebagai wujud transparansi penyelenggaraan pelayanan

publik oleh Pemerintah Daerah;
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c. Pemerintah Kabupaten Kediri sudah menerapkan Sistem Pengcndalian

lntem Pemerintah (SPIP) berdasarkan Keputusan Bupui Kediri Nomor

188.45/251 l4l 8.3212011 dtn akan terus ditingkatkan pelaksanaannya;

d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kine{a Instlnsi Pernerintah (SAKIp).

SAKIP Kabupaten Kediri telah bernilai B Pada tahun 2018 (63,44) dan

2019 (66,44) dari sebelumnya yang bemilai B pada tahun 2020 (61 ,lB);
e. Pemerintah Kabupaten Kediri sarana pengaduan masyarakat secara online

melalui wl.w.kedirikab.eo.id dengan mendukung program Sistem

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan layanan

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat

kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID);

f. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Kediri sudah dimulai dengan

pengembangan e-governnent. Secara spesifik telah dikembangkan

e-procurement untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang

dan jasa yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan e-kinerja untlk
me*ujudkan penyelenggar.aan sistem pemerintahan yang bermutu.

2. Birokrasi yang efektif dan elisien

Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien,

capaian pada periode 2015-2020 antara lain:

a. Semua kepala Perangkat Daerah telah menandatangani paka Integritas;

b. Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah

men)rusun dan menetapkan Perjanjian Kineda;

c. Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, pemerintah

Kabupaten Kediri telah membentuk Pejabat penyelenggara Informasi dan

Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);

d. Mendapat Prcstasi Kincrja sangat tinggi sclama 3 tahun datam

penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LppD tahun 201 6-201 g;

e. Seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan Analisa Jabatan dan Analisa

Beban Ke{a serta evaluasi jabatan;

f. Sebagian Perangkat Daerah sudah memiliki Kelompok Budaya Keqia;



RoaD ap REFoRrr^rr BrRoxm:;2E;E;rN?ar{ KABUparEr{ KEDTRT

g. Bcrdasarkan data hasil dan capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, maka diperoleh tingkat

efisiensi kineda terhadap 28 sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam

Pe{anjian Kine{a tahun 2019 dengan uraian setiap tingkat capaian kinerja

28 sasaran strategis, dan 37 indikator adalah sebanyak 33 indikator sasaran

dicapai dengan sangat efisien, kemudian 4 sasaran mampu dicapai dengan

kurang efisien. Capaian kine{a ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran

kine{a yang telah ditetapkan mampu dicapai dengan efisien, dengan

sebagian besar sasaran kinerja dicapai dengan sangat efisien.

3. Birokrasi yang memiliki pelayenen publik yang berkualitas

Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yang memiliki pelayanan publik

yang berkualitas, capaian pelayanan publik di Kabupaten Kediri sebagai berikut:

a. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

b. Sebagian besar Perangkat Daerah pelayanan telah moryusun Standar

Pelayanan dan pengemabagan digitalisasi layanan seperti pada Dinas

Tenaga Kerja dengan p,rogram inovasi layananya SAHAIA, pada

DPMPTSP dengan aplikasi layanan SIMPATIK.

c. Dalam bidang Kesehatan Puskesmas telah mendapatkan perghargaan

rlalam inovasi pelayanan seperti 'Neli Giras" dan Grebek dahak" pada

Puskesmas Ngasem.

d. Pada 2018, Indeks Pelayanan Publik untuk 3 penyelenggara pelayanan

publik dengan nilai masing-masing yaitu 86,91 (Baik) untuk DPMPTSP

79,54 (Baik dengan catatan) untuk dispendukcapil dan 3,93 @aik).

e. Terdapat 39 (tiga puluh sembilan)jenis pelayanan perijinan terpadu yang

diintegrasikan pelayanannya dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PrsP)

f. Raport Hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap

UU No. 25/ 2009 Tentang Pelayanan Publik pada tahun 2018 dari

Ombudsman RI.
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2.3. Rekomendasl darl Kementerlan Pendayagunaen Aparatur Negara

dan Reformasi Birokraci rtas Ata6 Implement$i Reformasi Birokrasi

Pemerlntah Kabupaten Kedlrl

Pemerintah Kediri pada tahun 2020 mendapatkan Indeks Reformasi

Birokrasi B (Kategori Baik). lndeks B mendeskripsikan bahwa pelaksanaan

Reformasi Birokrasi belum mencapai karakteristik organisasi berbasis kine{a

serta mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara

instansional maupun di tingkat unit kerja. Meskipun demikian Laporan Hasil

Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pemerintah Kabupaten

Kediri yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Tahun 2020 melalui Surat Nomor B/297/RB .0612021

tanggal 3 I Maret 2021 , memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibangun di tingkat pemerintah

Daerah, namun kondisi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat

perangkat daerah belum sepanuhnya be{alan optimal dan belum merata

impleme ntasinya, sehingga belum memberikan dampak perubahan yang

signifikan;

b. Pola pelaksanaan change managemezl khususnya pada peran Agen

Perubahan belum sepenuhnya berhasil mengungkit pelaksaa,an Reforrnasi

Birokrasi secara signifi kan;

c. Tindak Lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun

2019 tentang t angkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang penyetaraan

Jabatan Administasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara

menyeluruh;

d. Penerapan e-Government telah dikembangkan, namun belum sepenuhnya

optimal, belum adanya perencanaan yang komprehensif terkait

pernbangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SpBE) sebagai

upaya untuk membangun sistem informasi yang holistik dan terintegrasi;

e. Penguatan sistem manajemen SDM belum sepenuhnya optimal, hal ini

disebabkan antara lain belum dilakukarurya pemetaan talenta sebagai dasar

penempatan jabatan lffitikaU suksesi serta penyusunan perencanrum
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pengembangan kompetensi pegawai ala:u Human Capital Development plan

(HDCP) yang belum dilakukan secara menyeluruh;

f. SAKIP Pemerintah Kabupaten Kediri tetah dibangun dalam beberapa waktu

terakhir. Akan tetapi, masih terdapat celah perbaikan yang dapat dilakukan

seperti pada penyempumaan perencanaan dan pemnfaatan teknologi dalam

pengukuran kinerja secara komperhensif;

g. Implementasi kebijakan pengawasan intemal masih perlu <Iitingkatkan antara

lain, penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistle

Blowing System, benturan kepentingan serta penerapan Sistem pengendalian

lnternal Pemerintah;

h. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal penjaminan

mutu dan fungsi konsultasi masih dapat dioptimalkan;

i. Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada perangkat Daerah

yang terkait langsung dalam pelayanan masyarakat masih dapat

dioptimalkan, sistern kompensasi kepada penerima layanan belum

membudaya dan terimplementasi secara merata. Tindak lanjut atas hasil

survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya menjad.i bagian dalam upaya

perbaikan berkala dan berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas pelayanan

dan integritas;

j. Pembangunan zona integritas belum sccara efektif digerakan, sepanjzurg

Tahun 2020 belum terdapat unit ke{a yang berhasil mendapatkan predikat

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokasi

Bersih dan Melayani (WBBM).

2.4. Tantengan/llambatan Peleksanaan ReformasiBirokrasi

Tantangan/trambatan yang dihadapai Pemerintah Kabupaten Kediri dalam

rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

l. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

a. Belum terbentuk pola pikir dan pernahaman para pegawai tentang peran

penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan akuntabel

sebagai pilar pembentuk pernerintahan yang baik.

b. Belum optimalnya role model yang menjadi teladan dalam praktik

penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabet
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sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Peningkatan Law enforcemen terhadap pegawai atau pejabat yang

melakukan tindakan KKN dan indispliner, sehingga dapat lebih

memberikan efek jera.

d. Skema/ mekanisme pemberian reward dan punishment yang belum tepat,

terukur dan adil bagi pegawai sesuai dengan kinerja pegawai. Birokrasi

yang efektif dan efisien;

e. Belum optimal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi

Birokasi di lapangan;

Birokrasi yang efektif dan efisien

a. Efrsiensi p€nggunaan anggaran untuk selunrh kegiatan yang dilakukan

masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik terus ditingkatlan

dibandingkan anggaran belanja aparatur agar dapat mewujudkan

pengelolaan anggaraul yan1 pro-growth, pro-poor dan pro-job;

b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang perlu

dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

(tupoksi);

c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara

fiansparan dan sesuai kompetensi jabatan dengan berdasar pada regulasi

yang berlakuuntuk meminimalisir terjadinya penyimpangan;

d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;

e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum

dij alankan dengan baik;

f. Standar Kompetensi Jabatan belum disusun;

g. Penyu.sunan formasi belum didasarkan pada analisis jabatan dan beban

kerja;

h. Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka bclrrm ada belum berjalan

secara optimal.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualites

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sefttor pelayanan

dasar sebagai respon terhadap keluhan masyarakat tenrang pelayanan

publik di Kabupaten Kediri;



RoAD ap REFoR""", 
",."*fi1rr1::::rJraH 

r(a.uparEl KEDrir

b. Beh'm semua Perangkat Daerah memiliki Peta Proses Bisnis dan SOp:

c. Meningkatkan efektifitas dan elisiensi pelayanan di Kabupaten Kediri;

d. Peningkatan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana bagi masyarakat

berkebutuhan khusus;

e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara

optimal, khususnya terkait monimring dan evalrlAsi hasil tindak lanjut

pengaduan pelayanan publik; dan

f. Belum optimalnya pananfaatan teknologi informasi dalam pelayanan

publik.

2.5. Kondisi yeng Dlharapkan

Sebagai langkah awal untuk rnenentukan jalannya pelaksanaan reformasi

birokrasi yang lebih sistematik dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Kediri

melakukan upaya identifikas harapan pemangku kepentingan. Tujuan dari hal

tersebut agar pelaksanaan reformasi berfokus pada kebutuhan pemangku

kepentingan. Dari pencapaian kinerja, permasalahan yang ditemui, maka kondisi

reforrnasi birokasi yang menjadi harapan pemangku kepentingan, antara lain:

Saseran I: Blrokrasi yeng bersih dan akuntabel

a. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan

daerah, sehingga dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari BPK;

b. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Harapan ni

tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan

para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan merniliki kompetensi yang

diperlukan dalam memberikan pelayanan;

c. Pemimpin daerah, temrasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan

atau bahkan menjadi pcnggerak penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan

bebas KKN;

d. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Kabupaten Kediri,

umumnya mengharapkan adanya peningkatall kesejahteraan ASN sebagai

bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang
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terkait dengan KKN;

Pelaksanaan penanganan gratifikasi secara optimal;

Pelaksanaan APBD sesuai dengan perencanaan d6n ps6ganggar'.r'

EfektifrBs Sistan Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh

Perangkat Daerah;

Peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intem Pemerintah (APIP) sebagai

quality assurance, consulting dan early warning; dan

Meminimalisir penyalahgunaan wewerang terjadinya korupsi, kolusi dan

nepotisme melalui pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sasaran 2: Birokresi yang efektif dan efisien

a. Pemerintah Kabupaten Kediri mempunyai target memperoleh nilai

akuntabilitas sampai pada kategori A;

b. Peningkatan reward dan punishment bagi pegawai berdasarkan sistem

e.

f.

penilaian kinerja secara konsisten;

Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan

efektif;

Penempalan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan

yang berlaku;

Peningkatan panerapan keterbukaan informasi publik;

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi, proses

bisnis dan pelayanan publik;

Penerapan sistem pelayanan yang lebih akwrtabel, dilihat dari kejelasan

birya, ptoses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani;

Peningkatan kualitas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Meningkatkan kualitas penyusunan dan publikasi produk hukum daeralr

dengan memanfaa&an teknologi intemet (online); dan

Peningkatan kualitas LPPDJ.

Seseran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

a. Peningkatan fasilitas umum dan sosial diberbagai lokasi;

h.

i.
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b. Perubahan budaya melayani diseluruh level unit pelayanan atau bahkan pada

selumh Perangkat Daerah. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat

menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam

melaksanakan tugasnya;

Peningkatan sarana przrarana pendidikan berwawasan ling)<t:rrrgan/ green

school;

Peningkatan kualitas patdidikan karakter pegawai melalui pelatihan

budaya kerja;

Tersedianya regulasi yang memadai terkait penyelenggaraan pelayanan

publik;

Terlaksananya percepatan penerapan dan pencapaian Standar pelayanan

Minimal (SPM);

Penerapan Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan pada seluruh

penyelenggara pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undan Ea;n yang ditindaklanjuti dengan perbaikan pelayanan secara

berkelanjutan;

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Pengelolaan pengaduan diselenggarakan sesuai peraturan perundang-

undangan.

i.

j.
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BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN DAN ISU STRATEGIS PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI 2O2I - 2026

3.1. AnalisisLingkunganStrategis

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi Birokrasi

ini adalah context (konteks) dimana birokrasi beroperasi yaitu beberapa hal yang

dapat mempengaruhi jalannya program Reformasi Birokrasi.

l. Irtegritrs den Profesionalisme

Kunci sukses birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana

kebijakan publik dan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan dan

menguatkan integritas dan profesionalisme apatatur birokrasi/ASN. Hal ini

perlu didorong dengan penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme

sebagai bagian dari proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

dan bersih. Tolok ukumya adalah pencapaian penilaian kualitas kinerja

apifatur yang dihasilkan oleh aparatur di Pemerintah Kabupaten Kediri.

Selain itu, tercermin juga melalui perilaku aparatur birokrasi yang

berintegritas dan profesional. Peningkatan integritas dan profesionalisme

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penvujudan good governance di

Pemerintah Kabupaten Kediri mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan ASN yang terdiri dari

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke{a

(PPPK) harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi

politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan penataan Perangkat Daerah di

Pemerintah Kabupaten Kediri yang meliputi:

a. Pembinaan ASN yang mempunyai fungsi melayani, disiplin dan bersih;

b. Pengelotaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pclayanan

dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.
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Penegakan dan Kepastian Hukum

Penegakan koersif yaitu melalui penegakan hukum sangat diperlukan dalam

reformasi birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak

be{alannya sistcrn reward dan punishment Pemerintah Kabupaten Kediri

perlu mendorong dan melaksanakan pemberian penghargaan bagi Perangkat

Daerah aaupun ASN yang mampu melakukan perubahan dan inovasi ke arah

yang lebih baik bagi Pemerintah Kabupaten Kediri demi kemajuan daerah.

Sebaliknya, perlt punishment tegas bagi Perangkat Daerah atau ASN yang

tidak melaksanakan atau abai dalam melaksanakan reformasi birokrui.

Pemberian reward dan punishment ini perlu diatur dalam regulasi atau

kebijakan yang jelas dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Selain itu,perlu dilakukan penguatan pengawasan dari seluuh proses

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan tolok

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan/l(epala Daerah dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

3. Administrasi dan Kelembagean

Aspek adminstrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip

dasar, yaitu aspek stn-rktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara

Pemerintah daerah dan masyarakat. Strukmr organisasi perangkat daerah

yang dibentuk harus benar-benar diyakini mendukung pencapaian sasaran

strategis dan tujuan berdirinya organisasi serta tidak saling tumpang tindih

antar struktur. Selain itu, struktur tersebut tentunya berorientasi

mempermudah proses pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas setiap

Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu dalam

metrjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dengan diperkuat

sistem administrasi yang ringkas dan terpadu. Oleh karena itu, penataan

organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran dengan input SDM

yang berintegritas, profesional, dan kompeten, serta sistem administrasi yang

berkualitas dapat meningkatkan kine{a organisasi dan menghadirkan ASN

Pemerintah Kabupatear Kediri yang berintegritas, kompeten dan profesional

untuk mewujudkan birokasi yang bersih, akuntabel dan kapabel.
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Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan

pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan

dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan olch segenap sumber

daya yang terdapat dalam birolaasi. Dalam proses panjang pelembagaan

birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi

informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat

untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi

yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang

bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasamya. Pemerintah

Kabupaten Kediri telah memiliki budaya kerja yang setiap tahun

dikompetisikan agar setiap organisasi perangkat daerah terus berinovasi dan

memperkuat budaya kerja di organisasi masing-masing demi mewujudkan

birokasi yang berintegritas dan profesional.

Globalisesi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjuten

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi

pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih

baik dengan ter,'wujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030'

Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat

membanfir para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global

maupun regional. Dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten

Kediri memperhatikan aspek dalam perencanaan tata ruang yang tepat, yaitu:

pengernbangan sumber daya alam harus memperhitungkan daya dukung

dan daya tampung; pendayagunaan sumber daya alam harus memperhatikan

kapasitasnya dalam mengabsorsi perubahan yang diakibatkan oleh altivitas

tersebuq adanya alokasi sumber daya alam dalam beberapa zona diantaranya

hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran sungai dan sebagainya; dan

melakukan penerapan doli'umen lingkungan pada pelaksanaan kegiatan,

sehingga setiap kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis,

tetapi juga layak secara lingkungan.
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6. Revolusi Industrl 4,0

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menciptakan dinamika dan sejumlah

tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali

di lndonesia- Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja

pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga

mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet,

komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan hteraet of Thirtgs (loT)

akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri,

layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi

masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen untuk memperkuat

dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola

pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel,

dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Hal ini sebagai

wujud penyesuaian diri terhadap perkelnbangan zaman dan melakukan

transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

3.2. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu strategis merupakan content (kotten) yang berpengaruh signifikan

dalam proses reformasi birolcrasi yaitu beberapa hal terkini yang segera dapat

direspon oleh Pernerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik.

1. Penyederhanaan Struktur dan kelemhagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan unnrk mendapatkan profil

kelembagaan pemerintah yang tePat firngsi, tepat proses dan tepat ukuran-

Organisasi pemerintah, termasuk pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada

tantangan yang tidak mudah datam pencapaian birokrasi kelas dunia' Untuk

mencapai hal tersebut maka penyederhanaan stukfir dan kelembagaan

birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari refomrasi birokrasi yang

harus dilaksanakan. Penyederhanaan stnl{tur dan kelembagaan birokrasi

merupakan Langkah awal dalam transformasi kelernbagaan pernerintah yang

selanjurrya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang

menuju terwujudnya Sn art Institution.
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Penyederhanaan birokasi merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada

sidang paripuma MPR RI pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan

birokrasi tersebut dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi

menjadi dua level dan mengalihkan jabatan shuktur dibawah dua level

tersebut menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi Pemerintah

Daerah tersebut sudah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden

Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang salah

satunya mengamana&an agar struktur organisasi kementerian mengutamakan

kelompok jabatan firngsional.

2. Transformasi Digital dan Perwujudan Smart Governance

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan

fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi

digital. Tantangan global menuntut para birokrat untuk cakap dan respon

dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital

atau elekkonik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan

langkah strategis unhrk meuujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025.

Dalam hal ini, pemcrintah daerah harus mclakukan transformasi digital

melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung

transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri,

layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas.

Sementara ifi, Smart govenance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan

yang dilaksanakan secara cerdas yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu

mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan

proses bisnis yang lebih cepar, efekrif, efisien, komunikatif dan selalu

melakukan perbaikan. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang

dapat mernaksimalkan potensi yang dimiliki dan merninimalisir kendala atau

masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengindentifikasikan seberapa

mampu pemerintah dalam mengelola pemerintahannya. Hal penting dalam

penyelenggaraan smart governance antara lain:

a. Keterbukaan informasi publik;

b. Mcmaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan

masyarakat;



3.

ROAD AP REFOR ASI BIROXRAS! PEf,ERIII'AH XABUP TEII XEDIRI
TAHUII 202t-20-26

c. Smart cubure: kota yang cerdas bukan hanya kota yang

mernanfaatkan teknologi canggih daiam setiap aspek kehidupannya;

d. Kota yang cerdas juga merupakan kota yang dapat mempenahankan

jati diri dan karakter khas kota tersebut;

e. Masyarakat dapat mengeluarkan pendapat dan ide secara langsung;

f. Pemedntah dapat memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya.

Pandemi Covid-l9

Penyesuaian perencanaan dacrah dan adaptasi baru dalam penyelanggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik akibat adanya bencana nasional non-alam

yaitu Pandemi Covid-l9, tenhmya berimbas pada penentuan kembali target

dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam

perencanaan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Selain itu, penerapan protokol kesehatan untuk menjaga p hltsical distancing

menyebabkan perlunya perubahan perilaku dan beradaptasi dengan

pemanfaatan teknologi informasi dalan melakukan aktivitas pelayanan publik

dan penye lenggaraan pemerintahan daerah.



ROAD UAP REFOR ASI BIROKRASI PE ERINTAH XABUPATEX XEDIRI
raHUl{ 202t-2026

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

202t-2026

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi

periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan

strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran

Reforma-si Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran

Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapzt menjawab

tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu

strategis Reformasi Bitokrasi kedepan.

4.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pernerintah Kabupatan Kediri

2021-2026 adalah menciptakan pemerintahan yang baik, inovatif, bersih, efektif,

akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

4.2. Sasaran

Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan

sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMI9 Tahln 2O2O-2024 yang juga akan digunakan sebagai sasaran

Reformasi Birokasi. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

I . Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;

2. Birokasi yang Kapabel;

3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan

pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatomya. Selain itu

penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari

sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan

lingkungan strategis pemerintah.



Tabel 4.1. lndikator Keberhasilan Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Indikator

Sasaran

Baseline
2020

Target 2025

Birokrasi yang

Bersih dan

Akuntabel

Predikat SAKIP 66,44 (B) 82 (A)
Opini BPK WTP WTP

Indeks Reformasi

Birokrasi
6l,03 80,00

Biroloasi yang

Kapabel

Indeks

Profesionalitas

ASN

52,1 8 7t

Pelayanan Publik
yang Prima

Indeks Kepuasan

Masyarakat

82,02 (Baik) 86 (Baik)

ROAD MAP REFOR]I|AS] BIROXRASI PE ERI]'TAH XAAUPATEN XEDIRI
TAI{U 2021-2026

Sumber: RPJMD Kab. Kediri 2021-2026

4.3. StrategiPelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri 2021-2026, strategi

pelaksanaan reformasi birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin . Dalam Road

Map ini, terdapat beberapa hal baru yang belum ada dalam Road Map peiode

sebelumnya, namun hal yang dipandang efektif pelaksanaannya di periode

sebelumnya tetap dipertahankan. Penambahan hal baru terlihat dengan

ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar ketercapaian

perubahan pada setiap area./bidang dapat lebih dimonitor secara riil.

4.3.1. Program/I(egiatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

lndikator program tiap auca perubahan reformasi birokrasi adalah

sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabet 4.2 Sasaran dan Indikator Program Area perubahan

Reformasi Birokrasi

No
Aree Perubahan

Reformesi Birokrasi
lndikator

b! 6l

>,,
'dq
Cl-
Jd

le

E!

b=

.t.l

!e

.]l

eagE!
gtr
st
!r

I Manajemen Perubahan I . Indeks Kepemimpinan

Perubahan

2 Penataan Peraturan

Perundang-rmdangan

2. Indek Reformasi Hukum

3. Indeks Kualitas kebijakan

I
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(PUU)/Deregulasi
Kebiiakan

3 Penataan Organisasi 4. Indeks Kematangan
Kelembasaan

4 Penataan Tata Laksana 5. Indeks SPBE
6. Indeks Pengawasan

Kearsipan
7. Indeks Pengelolaan

Ke rngan
8. Indeks Penselolaan Aset

5 Sistem Manajemen SDM 9. lndeks Profesionalitas ASN
10. Indeks Mcrit System
tl. Indeks Tata Kelola

Manaiemen ASN
6 Penguatan Akuntabilitas 12. Nilai SAKIP

13. Indeks Perencaaan
7 Pengawasan 14. Maturitas SPIP

15. Kapabilitas APIP
16. Opini BPK
17. Indeks Tata Kelola PBJ

8 Pclayanan Publik 18. Indeks Pelayanan Publik
19. Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Sumber: Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui

program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif unhrk

mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi

dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup

kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan I (satu) progam quick wins dan

menrpakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi program

refonnasi birokrasi. Sebagairnana dalam matriks berikut:

Tabel 4.3, Progrem, Kegiaten, dan Indiketor Arer perubehen Reformasi Birokrasi

No
Program Area

Perubehan Indikator Kegiatan

cr?
!o a!

>, .!Ec
i!
li

EO

!r-

iaiE

E6r
e.:
-L

6l Ei

6>

E.

I Manajemen

Perubahan

l. Indeks

Kepemimpinan
Perubahan

ePengembangan dan

penguatan nilai-nilai
unh* meningkatan

komitmen dan

implementasi perubahan
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(refom);
. Pengualan nilai

integritas;

. Pengembangan dan

penguatan peran agen

perubahan dan role
modeli

. Pcngernbangan budaya

kcrja dan cara kerja
yang adaptif dalam

menyongsong revolusi
industri 4.0

2 Penataan

Peraturan

Perundang-

undangan

(PUU)/Deregulasi

Kebijakan

2. Indeks

Reformasi

IIukum
3. Indeks

Kualitas
kebijakan

. Melalarkanidentifikasi
dan pemetaan regulasi

lingkup instansi

pemerintah

(menghilangkan

ov e r I a ppin g peruisr an);

o Deregulasi aturan yang

menghambat birokasi;
. Penguatan Sistem

Regulasi di lingkup
instansi pemerintah;

. Melakukanperencanaan

kebijakan yang meliputi
agenda setting dan

formulasi kehijakan;
. Melakukan evaluasi

kemanfaata:n kebij akan

yang telah disusun

3 Penataan

Organisasi./

Kelembagaan

4. Indeks

Kelembagaan

. Asessment organisasi

berbasis kinerja;
r Restrukturisasi

(penyederhanaan)

kelembagaan instansi

pemerintzh daerah

berdasarkan basil

dsesmerrti

. Membentuk strukur
organisasi yang tepat

fungsi,
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4 Penataan Tata

Laksana
5. Indeks

SPBE

6. Indeks
Pengawasan

Kearsipan

7. Indeks

Pengelolaan

Keuangan

8. Indeks

. Penerapan tata kelola
SPBE;

. Penerapan manajemen

SPBE;
. Penerapan layanan

SPBE;
. Mengintegrasikan

pemanfaatan IT dalam
tata
pemerintahan;

Indeks

Pengelolaan

Aset

Implementasi

manajemen kearsipan

modem dan handal (dari

manual ke digital);
Melakukan pengelolaan

arsip sesuai aturan;

Mengimplementasikan

digitalisasi arsip;

Melakukan pengelolaan

keumgan secara tepat

dan sesuai aturan;

Melakukan pengelolaan

atas as€t sesuai dengan

kaidah dan aturan yang

berlakul

Penguatan implementasi

keterbukaan informasi
publik;

Pengembangan proses

bisnis instansi dan unit;

Penyelarasan proses

bisnis dan SOP.
5 Sistem

Manajemen SDM

9.

Profesionalitas

ASN
10. lndeks

Merit
System

I l. Indeks Tata

Kelola
Manajemen

ASN

. Menerapkan pnnsip-
prinsip manajemen

ASN secara profesional;
. Implementasi

manajemen ASN
berbasis merit system;

. Penetapan ukuran

kine{a individu;
o Monitoringdanevaluasi

kinerj a individu secara

berkala;
. Penguatauimplementasi
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reward dan punishment

berdasarkan kinerja;

Pengembangan

kompetensi dan

karir ASN
berdasarkan

hasil/monitoring

dan evaluasi kinerja
dan kebutuhan

organisasi;

Pemanfaatan IT dalam

manajemen ASN;

Pengernbangan nilai-
nilai untuk menegakkan

integritas ASN;

Pengembangan

implementasi

manaj emen talenta

(talent pool);

Penguatan database dan

sistem informasi

kepegawaian unhrk
pengembangan karit dan

talenta ASN.

o Melakukanperencanaan

terintegrasi dan

perencanaan yang lintas

sekor (collaborative

and crossctttting);

o Penguatan keterlibatan

pimpinan dan seluruh

penanggunglawab

dalam perencanaum

kinerja" monitoring dan

evaluasi kinerj4 sena

pelaporan kinerja;

. Pcningkatan kualitas

penYelarasan kire{a
unit kePada kinerja

organisasi (goal and

stralegr cascade't

o Pelaksanaan monitoring

dan evaluasi kinerja

secara berkala;

. Pengembangan

12. Nilai
SAK]P

13. lndeks

Perencanaan

Penguatan

Akuntabilitas
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pengintegrasian sistem

informasi kine{4
p€rencanaan dan

penganggaran;

. Penguatanimplementasi

value for money dalarr
rangka merealisasikan

anggaran berbasis

kinelia.

7 Pengawasan 14. Maturitas
SPIP

I 5. Kapabilitas
APIP

16. Opini BPK
17. Indeks Tata

Kelola PBJ

o Melalorkan penguatan

implementasi SPIP di

seluruh bagian

organisasi;

o Meningkatkan

konpetensi APIP;
. Pemenuhan Rasio APIP

(pemenuhan jumlah

ideal aparatur

pengawas):

. Melakukan pengelolaan

dan akuntabititas

keuangan sesuai kaidah

dan aturan Yang
berlaku;

o Melalarkan pengelolaan

barang dan jasa sesuai

aturan;

. Pembangunan unit kerja

Zona lntegritas Menuju

WBK/WBBM;
. Penguatanpengendalian

gratifikasi;

. Penguatan Penanganan
pengaduan dan

komplain;
. Penguatan efektivitas

manajemen risiko;
o Pelaksanaan

pemantauan benturan

kepentingan.
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8 Pelayanan Publik 18. Indeks

Pelayanan

Publik
I 9. Hasil

Survey

Kepuasan

Masyarakat

o Melakukan pcnguatan

implementasi kebij akan

birlang pelayanan publik
(Standar Pelayanan,

Maklumat Pelayanan,

SI(M);
. Pengembangan dan

pengintegrasian sistem

informasi pclayanEn

publik dalam rangka

peningkatan akses

publik dalam rangka

memperoleh informasi
pelayanan;

o Pengelolaan pengaduan

pelayanan publik secara

terpadu, tuntas dan

berkelanjutan dalam

rangka memberikan

akses kepada publik

dalam mendapatkan

pelayanan yang baik;
o Peningkatan pelayanan

pubhk berbasis

elektronik dalam rangka

memberikan pelayanan

yang mudah, murah,

cepat dan terjangkau;

. Penciptaan,
pengernbangan, dan

pelembagaan inovasi

pelayanan publik dalam

rangka percepatan

peningkatan kualitas

pelayanan publik;
. Pengembangan sist€m

pelayanan dengan

mengintegrasikan
pelayanan pusat, daerah

dan bisnis dalam Mal
Pelayanan Publik;

o Pengukuran kepuasan

masyarakat secara

berkala;
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. Pelaksanaan monitoring

dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
pelayanan publik secara

berkala;
. Mendorong OPD untuk

melaksanakan survei

kepuasan masyarakat;

. Meningkatkan tindak

lanjut dari Laporan

Hasil Survei Kepuasan

Masyarakat.

4.3.2. Zana Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalarn rangka penerapan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bcbas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM) termaktub dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Program/Kegiatan dalam rangka Penerapan Zona Integritas

r Penyiapan

OPD sebagai rmit
yang di tetapkan untuk

Znra. Integritas

menuju

WBITWBBM;
o Pencanangan Znna

Integritas
Menuju
WBIOWBBM;
Pelaksanaan Zona
Integritas Menuju
WBKi WBBM
pada OPD di
lingkungan

l. Maturitas
SPIP

2. Kapabilitas

APIP

3. Opini BPK
4. Indcks Tata

Kelola PBJ

Pengawasan

No
Program Area

Perubahan
Indikator Kegiatan

u=
E! t!

>.-i'ac

tr

q0

dt

Ec
l6lL,L

le

!
E6
=e,

cBt{g
r!>
6)
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Pemerintah Daerah
Kabupatan Kediri
yang ditrurjuk
sebagai OPD
percontohan;

. Penlapan OPD lain
sebagai Zona
Integritas menuju
WBK,/WBBM pada
tahun berikutnya;

o Monitoring
dan evaluasi;

. Melakukan berbagai
perbaikan
yang diperlukan
terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan
untuk menjaga
konsistensi perbaikan
berkelanjutan.

4.3.3. Quic* llins

Quick Wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah

daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam

wal'tu tidak lebih dari I (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang

sangat dirasakan oleh masyarakat dan atau pemangku kepentingan. Jenis

pelayanan yang akan dijadikan Quick Wns adalah jenis pelayanan yang secara

cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak yang

signifikan pada upaya reformasi birokasi yang sedang dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten Kedin. Quick Trns meliputi euick Wins Mandatory

ditetapkan oleh pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah

daenh. Quick ffizs Mandiri ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan

daenh. Quick Wins Mandatory unh.rk tahun 2021 adalah Penyederhanaan

Birokasi. Quick Wins Manadatory untuk tahun-tahun selanjutnya akan

ditetapkan kernudian oleh Pemerintah. Adapun jenis-jenis pelayanan yang

menjadt quick wins mandiri Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

l. Penataan organisasi berbasis fungsional,.

2. Melakukan peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPPD berbasis kine{a

didukmg pemanfaatan IT dalam penilaian kinerja pegawai;
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3. Perencanaan dan pembagunan Zona lntegeritas;

4. Pengembangan Inovasi dan pelayanan terintegrasi berbasis or,#rre.

Tabel 4.5. Program/Kegiatan Quick ll/ins

Quick Wins Program/Kegiatan
e. Penataan

organisasi
berbasis
fungsional

a) Identifikasi jabatan struktural yang akan dialihkan
b) Menindaklanjuti hasil rekomendasi pemetaan oleh

kemeterian dalam negeri

c) Penyusunan desain Perangkat Daerah berbasis fungsional
d) Pengalihan jabatan struktural ke jabatan firngsional yang

sesuai

e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengalihan jabatan

struktural ke jabatan fungsional yang sesuai

f) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
sistem

b, Peningkatan
kesejahteraen
ASN melalui
TPP berbasis
kinerja

a) Penyusunan rencana pemberian TPP berbasis kine{a
b) Penyusunan regulasi pemberian TPP berbasis kine{a
c) Pengembangan aplikasi penilaian kineda pegawai

berdasarkan sasaran ker.ja pegawai.

d) Pelaksanaan pemberian TPP berbasis kine{a
e) Monitoring dan evaluasi
f) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring

a. Perencenaan dal
pembagunen

Zone Integeritas

a) Perencanaan zona integritas
b) Sosialisasi dan pembinaan pengembangan zona integritas
c) Penetapan unit yang akan dikembangkan menjadi zona

integritas

d) Membangun zona integritas
e) Evaluasi atas zona integritas
f) Penetapan unit ke{a sebagai pionir menuju WBW

WBBM
e, Pengembangan

Inovasi
pelayanan

a) Sosialisasi dan panbinaan pengembangan inovasi
b) Idortifrkasi pelayananan online/digitalisasipelayanan
c) Pengembangan sistem berbasis onlize
d) Ujicoba sistem

e) Penyempumaan sistem
f) Penerapan sistem

g) Monitoring dan evaluasi sistem

h) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
sistem



i) Pemeliharaan dan pcngembangan secara berkelanjutan
untuk menjamin dan menjaga inovasi pelayanan yang

baik.

ROAD TIAF REFORI*A3I B]ROXR.AS' PEMERIXTA}I XAAUPATEN XEDIRI
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4,4. Prioritas Perangkat Daerah

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target

pada masing-masing Perangkat Daerah diserahkan pads masing-masing yang

bertanggung jawab dan Perangkat Daerah yang terkait sebagai rangkaian dari

penyusunan rencana aksi Perangkat Daerah dimaksud dalam melakukan Reformasi

Birokrasi.

Bagi Perangkat Daerah yang terkait dengan prioritas daerah dalam mngka

peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan

target- target dimaksud.

4.5. Rencanc Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas,

maka dapat disusun rencana aksi sebagai berikut:



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATE}I

XEDIRI TAHUN 2021.2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATE}I KEDIRJ TAHUN 202I.2026

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun

Indikator/ Hasil yang Diharapkan Penganggung
Jawab

Anggaran

2021 2022 202i 2024 2025 2026

etl

(!
a-

A Pembentukan Organlsasi RB dan/atau Tlm Kegiatan Terkait L Persentase jumlah Tim Reformasi Birokasi
PD yang telah baik dalam mengelola
perubahan internal
Persentase Rencana Kerja Tahunan Tim yang
telah dircalisasikan dengan baik min tmal T0o/o

Monitonng dan Evaluasi RB sekuang-
kurangnya 2x (dua kali) setahun

3.

Bagian
Organisasi

Disesuailon
dengan
anggaran OPD
terkait

I Pembentukan dan penetapan
TimRB
Penyusunan dan
pelaksanaan rencana kerja
Tim RB dan/atau
Tim Kerja per unit ke{a /
OPD terkait

3 Monitoring dan evaluasi
rencana kerja,dan lindak
lanjut hasil
evaluasi

B Penyusunan Racd rzap Reformasi Birokrasi (mencakup 8 Area
Pcrubahan dan I Program Quick wins)

l. Tersusun dan ditetapkannya nod./ Map 2021-
2025

2. Terlibatnya seluruh unit organisasi dalam
penyusunan RMRB

3. Terlaksananya sosialisasi dm lnternalisasi
Road Map Terlaksananaya qldclr wizs dalam
waktu yang cepat

4. Tersusunnya Work plan
Reformasi Birokrasi tiap tahun

Bagian
Organisasi

Disesuaikan
dcngan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan dan penetapan
R o a d m a pt ahvn 202 | -2025

2 Sosial isasi dan Internalisasi
Road mup
tahun 2021-2025

3 Penyusunan rencanakegiatan

Quick lYinsRoad nrap dalarn
doktrren vork plan
reformasi birokrasi

I
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Area
Perubahan Rencana Aksi Tahun

Indikalor / Hasil yang Diharapkan Penganggung
Jawab Anggaran

202t 2022 2023 2024 2025 2026

l'
Sosialisasi daa intemalisasi
Quick Wins RB

C Peruhahan pola pikir dan hudaya kinerja yang adaptlf dalaln
menyongsong revolusi industri 4,0

L Pimpinan aktif melaksanakan pembinaan RB
secara berkala, minimal 3 bulan sekali
Meningkatnya kapasitas pengeloladan
pelaksana Reformasi Birokasi
Meningkatnya perubahan pola pikir dan
budaya kerja pegawai dengan membentuk
Kelompok Budaya Kerja di masing-masing
OPD

3.

Bagian
Organisasi

BKI)

Disesuaikan
dengan
anggaran oPD
terkait

I Peningkatan keterlibatan aktif
pimpinan dalam
pclaksanaan RB

2 Peningkatan kapasitas
pcngelola dan pelaksana
reformasi birokrasi dalam
mcmbcrikan rckomEndasi
kegiatan
rcformasi birokrasi

3 Penyediaan dan pemanfaatan
mediakomunikasi secara
reguler



ROAD MAP REFORTI,IASI BIROKRASI PEMERINTAH XABUPATEN

KEDIR! TAHUX 2021-2026,

Indikator / Hasil yang dihorrpkan

Persentasc Jumlah PD yang agcn
perubahannya mcnghasilkan perubahan
berupa :

a. Perubahan yang berdampak efisiensi
oara kcrja

b. Perubahan yang berdampak pada
anggaran

c. Perubahan yang berdampak pada

kenyamanan lingkungan kerja
d. Penrbahan y;urg berdampak pada

perbaikau pelayanan

e. Penrbahan yang bcrdampak pada

peningkatan integritas

Penganggung
Jawab

AnggaranArea
Perubahan

Pembenlvk n Agent of
change atau Role
model, pengembangaa,
dan penguatan peran

Agent of Change atan
Role model,
diantaranya melalui
pcnyusunan rencana
kerja, dan monitomg
dan evaluasi kinerja
Agent oJ change atau
Role nodel
Peningkatan peran
Agent ofchange dalam
membuat perubahan
yang konkit di unit
kerja dan perubahan

tersebut terintegrasi
dalam sistem
manajcmen

Membangun budaya
kerja positif dan

mcnerapkan nilai-nilai
organisasi diseluruh
unit organisasi dalam
pelaksanaan tugas
sehari-hari

I

Rencana Aksi
Tahun

202t 2022 2023 2024 2025 2026

5



ROAD MAP REFORi'IASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

xEDrRf TAlrUlr 2021-20126

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun Indikator / Hasil yang diharapkan

Penganggung
.lawab Anggaran

2o2t I zoz2 | ztzt I ztzt I zozs I zoze

D Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi l. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi
atas pelaksanaan RB tingkat Pemerintah
Daerah dan OPD
Perscntase Laporan Hasil Evaluasi capaian
RB masing-masing OPD te lah
ditindaklanjuti
Penyusunan dan implementasi kebijakan
pemberian reward atas capaian RB di
masing-masing Perangkat Daerah

3.

Inspcktorat Disesuaikan
dengan anggaran
OPD terkait

I Perencanaan dan
Pengorganisasian
Penilaian Mandiri
Reformasi Birokasi
(PMPRB)

1 Pengkomunikasian
PMPRB ke masing-
masing unit kerja

3 Peningkatan kapasitas
bagi Tim Asesor

:l Pelaksanaan PMPRB
oleh Tim Asesor

5 Pengkomunikasian
Rencana Aksi Tindak
Lanjut

6 Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
rencana ke{a reformasi
birokasi di unit kerja

7 Pemanfaatan hasil
pemantauan dan
evaluasi dengan
komitmen Pimpinan
dalam memberikan
reward atas OPD yatg
berhasil melaksanakan
RB.



ROAD MAP REFOR IAS! BIROKRAAI PE ERII{TAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUII 2021.2026

Tshun
Indikotor / Hasil yang diherapkan

zoztl2o2zl2oz3 2024 | ls | 2026

ll

D!

6l

A Harmonisasi Peraturan yang t€lah diterbitktn (Quic* Wins) l. Persentase produk hukum bermasalah yang

sudah ditindaklanj uti
Bagian Hukum Disesuaikan

dengan
anggaran OPD
terkait

I Evaluasi/reviu Peraturan
yang bermasalah (tidak
hormonis/ tidak sinkron)
dengan melakukan
identilikasi,
analisis, dan pemetaan

Revisi Perahlan yang

bcrmasalah (tidak
harmonis / tidaksinkron)

3 Penyusunan kebijakan
terkait pelayanan

dar/atau perizinan yang
diterbitkan memuat unsur
kemudahan dan
efisiensi pelayanan utama
PemerintahDaerah,/Unit
kerja

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Penganggung

.Iawab
Anggaran



ROAD TIAP R,EFOR AAI BIROXRAAI PE ERITTAH KAAUPATEI

KEDtRt TAHUta 20,21.20.26

Area
Perubahan

Tahun
Indikator / Hasll yang diharapkan

Penganggung
Jawab

Anggaran

2o2t I zoz2 | zozt I zozt I zozs I zozo
B Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan l. Persentase usulan produk hukum

yang telah memenuhi ketentuan
asas dan memenuhi prosedur
pembentukan produk hukum
(umlah usulan produk hukum yang
telah memenuhi ketentuan asas dan
memenuhi prosedur pembentukan

Bagian Hukum Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan sistem
pengendalian

Denyusunan Peraturan
2 Pembentukan sistem

pengendalian penyusunan
peraturan

3 Evaluasi implementasi
sistem pengendalian

Denwsunan Peraturan

pfouuK nuKunl ulDagr Jumlan usutan
produk hukum x 100%)

1 Penyelesaian kebijakan
sesuai dengan program
Legislasi Pemerintah
Daerah

C Penataan Arsip Peraturan agar lebih tertib, lengkap, dan informatif, dan
disosialisasikan ke pegawai dan stakeholder

l. Tertatanya setiap Pe mturan
(diantaranya dengan mengunggah
dalam sistem informasi pemturan
perundang-undangan)

2. Tersimpannya naskah Peraturan
pada satu unit kerja

3. Tersosialisasikannya peraturan
tersebut ke seluruh pegawai

Bagian Hukum Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan indeks
Peraturan

2 Pengunggahan Peraturan
yang telahditerbitkan dan
peraturan yang perlu
diterbitkan

I

Rencana Aksi



ROAD MAP REFORTIIIAS! BIROI(RASI PE IERII{TAH KAAUPATEN

KEDTRI TAHUX 2021-2,J26

Arca
Perubahau

Rencana Aksi
Tahun Indikator / Hasil yang diharapkan

Penganggung
Jawab

Anggaran

2021 2022 2023 2024 2025 2026

l Pendokumentasian berkas
hasil analisis/kajian
penyusunan/
nembentukan Peraturan

4 Pendistribusian dan
Sosialisasi Peraturan yang
telah diterbi tkankepada
pegawai
dan/atau stakeholder

5 Pembentukan mekanisme
pengaduan/masukan atas

Perafuran
vanc bermasalah

t) PengkaJian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencam Kebiiakan
Pemerintah Daerah dalam Bentuk Peraturan I)aerah/Pcraturan Bupati
yang Perlu Mendapatkan Persetuiuan
Bupati

l. Tersedianya kajian dan rencana
kebrjakan Pemerinlah Daerah sesuai

SOP
2. Tersusunnya SOP terkait

meningkatnya kapasitas dankualitas
pegawai dalam pemberian
rekomendasi

Bagian Hukum Disesuaikan
dengan anggaran
OPD terkait

I Pen)rusunan SOP proses

kajian dan pemberian
rekomendasi atas rencana

kebijakan
dengan melibatkan urit
keia terkait



ROAD MAP REFORMASI BTROKRASI PEMERINTAH XABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Penganggung
JawabIndikator / Hasil yang diharapkanArea

Perubahan

pengkajian dan pembenan
rekomendasi atas rencana

kebijakan Pemenntah
Daerah dalam benn*
Peraturan
DaeralvPeraturan Bupati
yang bersifat strategis dan
perlu mendapatkan
persetujuan BuPati sesuai

dengan SOP

pegawai dalam
memberikan
kajian/rekomendasi,
diantaranya pemberian
program pelatihan yang

sesual



ROAO iIAP REFOR ASI BIROXRASI PE ERINTAH NABUPATEN

xEDlRl TAI{UN 2021-2026

Tahun Penganggung
Jawab

Anggaran

2021 2oz2 lzoz3 lzoztlzozs 2026

bt

v

g!
L

G

0!

(l

A Penataan Organisasi l. Tersedianya kebijakan penataan /
penyederhanaan birokasi dan
proses bisnis / SOP mekanisme
kerja JFT

Bagian
Organisasi

BKT)

Dsesuaikan

I Penlusunan desain
organisasi yang sesuai

dengan rencana strategis
dan proses
bisnis PemerintahDaerah

qEngatr alrggaralr
OPD terkait

2 Penyederhanaan tingkat
struktur organisasi sesuai

dengan proses bisnis
yang ideal

3 Perumusan mekanisme
hubungan dan koordinasi
antara JPT dengan
Kelompok Jabatan
Fungsional yang ditetapkan
oleh
oimpinan OPD

4 Pengalihan jabatan

struktural ke jabatan

fungsional sesuai kiteria
unit organisasiyang
berpotensi
Dalihkan (Quick Wins)

Area
Perubahan

Rencana Aksi lndikator / Hasil yang diharapkan



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEiIIERINTAH XABUPATEN

t(EDt Rl TAHUN 2fJ21 -2026

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun Penganggung

Jawab

Bagian
Organisasi

BKD

Anggrran

2021 2022 2023 2024 2023 2026

jabatan fungsional yang
sesuai dengan tugas dan
fungsi unit
organisasi

B Evaluasi terhadap Keteprtan Fungsi dan Ketepatan Organisasi
(Kelembasran)

l. Tersedianya dokumen hasil
evaluasi, diantaranya dokumen hasil
evaluasi Analisis Jabatar\ Peta
jabatan, temuan/rekomendasi atas

tumpang tindih dan fungsi intemal,
dokumen Standar Kompetensi
Jabatan, Analisis Beban Kda,
Uraian Tugas.
Nilai indeks kematangan
kelembagaan

Bagian
Organisasi

Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Pembentukan dan
penetapan Tim yang
melakukan evaluasi
kelembagaan

2 Evaluasi yang bertujuan
menilai ketepatan fungsi
danketepatan ukuran
organisasi serta mengukur
jenjang
orgamsasl

3 Evaluasi yang
menganalisis
kemungkinan duplikasi
funssi

4 Evaluasi yang
menganalisis satuan
organisasi yang berbeda
tujuan namun
ditempatkan dalam satu
rumpun

lndikator / Hasil yang diharapkan



ROAD MAP REFORMASI BIROXRASI PEMERINTAH XABUPATEN

XEDIRI TAHUN 2021.2026

Area
Perubahgn

Rencanr Aksi
Tahun Indikrtor / Hasil yang diharapkan

Penganggung
Jawab

Anggaran

2021 2022 2023 2021 2025 2026

Evaluasi yang

menganalisis
kemrmgkrnan adanya
pejabat yang melapor
kepada lebih dari
seorang atasan

Evaluasi yang
menganalisis
kesesuaian struktur
organisasi/unit kerja
dengan kineqja yang
akan dihasilkan
Evaluasi atas

kesesuaian struktur
organisasi dengan
kewenangan OPD
Evaluasi yang

tumpang
tindih fungsi dengan



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERTNTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021.2026

AnggrranPenganggung
JawabIndikator / Hasil yang diharapkanArea

Perubahsn

Evaluasi yang
menganalisis kemampuan
struktur organisasi untr*
adaptif terhadap
perubahan lingkungarr
sndegis

Evaluasi yang
menganalisis rentang
kendali terhadap struktru
yang langsmgberada di
bawahnya

dengan
anggaran OPD
terkait

1. Tersedianya usulan
penyempurnaarVperubahar/
penyederhanaan organisasi

Bagian
Organisasi

Rencana Aksi
Tahun

2021 2022 2023 2024 2023 2026

C 'findak Laniut Hasil Evaluasi

I Pengajuan perubahan

organisasi berdasar
hasil Evaluasi

2 Penataan stnrktur
organisasi berdasarhasil
evaluasi



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH XABUPATEN

i(EDrRr TAHUN 2021-2026

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun Indikator / Hasil yang diharapkan

2021 | 2oz2 2023 2021 2025 | 2026

6l
F

z

.i,

cll(ll

q)
li

A

I

@SPBE) 1.

2.

3.

Tersedianya kebijakan SPBE
Junrlah layanan teknis yang sudah

berbasis elektronik / digitalisasi
Meningkatnya nilai indeks monev
SPBE dari Kementerian PAN-RB
Pengelolaan persurataan berbasis

elektronik dimasing masing oPd.
4.

Dinas Komunikasi
danlnformatika

Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan kebijakan
Arsitektur SPBE yang
terintegmsi

z Peny,usturan kebijakan
Peta Rencana SPBE Yang
terintegrasi

3 Pelaksanaan tugas Tim
SPBE berdasar
progam keria

4 Penerapan Manajemen
Layanan SPBE

5 Perytrsunan/
penyempumaan Layanan
Kepegawaian
Berbasis Elektronik

6 Penyusunan/
penyempumaan Layenan
Kearsipan
Berbasis Elektronik;

7 Penyusunan/
penyempurnaan Layanan
Perencanaan.

Penganggaran, dan
Kinerja Berbasis
Elektronik



ROAD IAP REFORUASI BIROKRASI PEMERINTATI KAEUPATEN

xEDrRr ralruN 2f)21 -2fJ26

2021 12022 | 2o?3l2024 2025 2026
8 Penyusunan /

penyempumaanlayanan
Publik
Berbasis Elektronik

9 Penerapan transformasi
digital dalam proses
bisnis, admini strasi, dan
pelayanan publik dalam
rangl(a memberikan nilai
manfaat bagi organisasi
secara optimal

B Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) l. Persentase Perangkat Daerah yang
telah menyederhanakan Proses

Bisnisnya meliputi penyederhanaan
cara kerja, cara pelayanan,
penyederhanaan SOP

Bagian Organisasi Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyrrsunan/
penyempumaan peta
proses bisnis kerja terkait
yang sesuai dengan tugas
dan fungsi organisasi,
dokumen rencana
strategis dan rencana
kerja organisasi, dan
selaras dengan kine{a
organisasi secara

be{enjang dan adanya
penyederhanaan

iabatan

I

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun

Indikator / Hasil yang diharapkan Anggaran



ROAD MAP REFORUASI BIROXRASI PEMERINTAH XABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun Anggaran

202t I 2022 2023 | 2024 2025 I 2026

2 Penjabaran peta proses

bisnis ke dalam prosedur

operasional
tetap (SOP)

3 Penerapan prosedur

operasional tetap (SOP)

4 Evaluasi peta proses

bisnis dan prosedur

operasional dan
penyesuaian dengan
perkembangan tuntutan
efisiensi dan efektifi tas

birokasi, dur efektifitas
hubungan kerja antar unit
kerja/OPD

C Keterbukaan Informosi Publik l, Terbentuknya kebijalan keterbukaan
informasi publil Meningkatnya
sosialisasi kebijakan keterbukaan
informasi publik

2. Meningkatnya hasil penilaian monev
Keterbukaan Informasi

3. Publik dari Komisi Informasi Pusat

4. Persentase OPD yang mengelola
n,ersile secara aktif upddle data

minimal I bulan sekali

Dinas Komunikasi Di sesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan kebijakan
tentang Keterbukaan
Informasi Publik

2 Sosialisasi kebijakan
Keterbukaan Informasi
Publik

3 Penerapan kebijakan
Keterbukaan Informasi
publik

lndikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab



ROAD MAP REFOR ASI BIROXNASI PE ERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUT 2021.2026

Rencana Aksi
Tahun

Anggaran

2021 2022 2023 2021 2025 2026

4 Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan
kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik

D Manajemen Kearsipan Modern dan Handal l. Tenlujudnya tata kelola kearsipan
yang efektit efisieq modem, dan
handal
Meningkatnya hasil penilaian monev
Pengawasan kearsipan dari ANRI
Persentase OPD yang telah melakukan
digitalisasi arsip (e -ars ip)

J.

Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan

D sesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkart

I Penyusunan/
penyempurnaan kebijakan
tentang pengelolaan arsip
(modern dan handal)

2 Sosialisasi kebijakan
pengelolaan arsip ke
selunrh rmit kerja

3 Penerapan kebijakan
pengelolaan
arsip/digitalisasi arsip

4 Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
pengelolaan arsip

I

Area
Perubahan

lndikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab



ROAD MAP REFORMASI BTROKRASI PEiIERINTAH KABUPATEN

XEDIRI TAHUN 2021.2026

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun

Indikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab
Anggaran

2021 2022 2023 2024 2025 2026

E Pengelolaan Keuangan dan Aset Sesuai ketentuan l. Nilai indeks pengelolaan keuangan
sesuai ketentuan

2. Nilai indeks pengelolaan Aset sesuai

ketentuan
3. Jumlah pembinaan dan monev

pengelolaan keuangan
4. Jumlah pembinaan dar monev

pengelolaan aset

Badan Pengelola
Keuangan dan
Aset Daerah

Disesuailan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Peny,usunan/
penyempumaan kebijakan
tentang pengelolaan
keuangan dan aset

2 Sosialisasi kebijakan
pengelolaan keuangan dan
aset ke seluruh unit kerja

3 Penerapan kebijakan
pengelolaan keuangan dan

Aset

4 Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebtakan
pengelolaan keuangan dan

aset

5 Pemanfaatan teknologi
informasi dalam
pengelolaan keuangan
daerah (SIPD)



ROAD AP REFORUASI BIROKRASI PEUERINTAH KAIUPATEN

xEDlRl TABUN 2021-2024

Area
Perubshan

Rencana Aksi
Tahun

Indikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab
Anggaran

2021 2022 2023 2021 2025 2026

-
\t)

EE
g<
u)
(l
et

F

A Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai denganKebutuhan
0rganisasi

t. Tersediurya dokumen analisis jabatan,

analisis beban kef4 danproyeksi
kebuuhan pegawai

Bagian Organisasi

Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkaitI Penytsunan analisis

jabatan dan analisis beban
kerja sesuai kebutuhan
organisasi dan selaras

dengan kinerja utama

2 Penyusunan dan
penetapan proyeksi
kebutuhan pegawai

selama 5 tahun dan road
map SDM Pemerintah
Daerah Kabupaten Kediri

BKD3 Perhitungan formasi
jabatan dan penyusunan
rencana redistribusi
pegawai yang menunjang
kinerja utama instansi

4 Pelaksanaan monitoring
danevaluasi



ROAD AP REFOR ASI BIROXRAAI PE ERT'{TAH TABUPATET{

TEDIRI TAHUN 2021.2026

Rencana Aksi
Tahun

Indikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab
Anggaran

2021 12022 12023 12024 1202s 12026
B Penyempurnaan Evaluasi Jabatan t. Tersusunnya dokumen

penyempurnaan informasi faktor
jabatar! peta jabatan kelas jabatan,
dan Standar KompetensiJabatan
(SKJ) 1ang telah disampaikan kepada
Menteri / Pejabat Berwenang
Penetapan hasil evaluasi jabatan

Bagian Organisasi Dsesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

l Penyempumaan
informasi faktor jabatan

2 Penyempumaan peta

iabatan
3 Penyempurnaan kelas

iabatan
4 Penyusunan/

penyempumaan dan
implementasi Standar
Komp€tensi Jabatan
(SKJ)

5 Evaluasijabatan
berdasarkan SKJ

C Pelaksangsn Penerimaan Pegawai secara Transparan, Objektif,
Akuntabel, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

l. Terlaksananya penerimaan pegawai
secara transparan, objektif, akuntabel,
dan bebasKKN

2. Tingkat keterisian pegawai pada
perangkat daerah sesuai kebutuhan

BKD D sesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Pengembangan e- CPNS

2 Penyampaian
pengumuman penerimaan
pegawai secara terbuka
dan
dapat diakses masyarakat

I

Arer
Perubahan



ROAD MAP REFOR IASI BIROXRASI PEIYTERTNTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021.2026

Rencana Aksi
Tahun

lndikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab
Anggaran

2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 Pelaksanaan tahapan

pendaftaran yang dapat
dilakukan peserta dengan
mudah, cepat, dan pasti
(daring) dengan
persyaratan jelas dan tidak
Dskriminatif

I Pelaksanaan proses
seleksi secara transparan,
objekti{ adil, akuntabel,
dart
bebas KKN

5 Penyampaian
pengumuman hasil seleksi
secara Terbuka

6 Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan
dar/atau sistem
penerimaan pegawai

D Pelaksanaan Promosi Jabatan yang dilakukan secara Terbuka l. Tolaksananya promosi jabatan secara
terbuka

BKD Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusman kebijakan
promosi terbuka

2 Pelaksanaan promosi
terbuka untuk jabatan
pimpinan tinggi secara
kompetitif dan obvektif

Arer
Perubahan



ROAD AP REFORUAST BIROXRASI PEiIERINTAH TABUPATEN

KEDTRI TAHUN 2021.2026

Area
Perubahrn

Rencsna Aksi
Tahun Indikator / Hasil yang diharapkan

Penganggung
Jewcb

Anggaran

2021 2022 I 202J I 2024 2025 2026

., Pelaksanaan promosi
terbuka untuk jabatan
pimpinan tinggi oleh
panitia seleksi yang

4
setiap tahapan seleksi

secara terbuka
5 Pelaksanaan monitoring

dan evaluasi pelaksanaan
promosi jabatan

E PenegaXan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai l. Terlaksananya penerapaJr aturan
disiplin dan kode etik pegawai

BKD Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyempumaan kebijakan
tentang ahran disiPlin
dan
kode etik

2 Penerapan ah[an disiplin
dan kode etik

3 Pembe akuan reward dan
punishment atas

implementasi penegakan

aturan
disiplidkode etik/kode
nerilaku nesawai



ROAD iIAP REFOR ASI BIROKRASI PE ERINTAH XABUPATE

KEDIR! TAHUN 2021.2026

Ares
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun

Indikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab
Anggaran

2021 2022 2023 2024 2025 2026
4 Monitoring dan evaluasi

atas pelaksanaan aturan
disiplin/kode etikAode
perilaku

F Pelaksanaan Penetapan Kinerja Individu l. Terlaksananya Penetapan Kinerja
lndividu dan pemanfaatan hasil
perulaian berbasis hasil (orrcone)
Jumlah OPD yang telah menerapkan
Aplikasi PPK Orlire
Jumlah PD yang telah melakukan
penilaian kine{a pegawai setiap bulan
melalui Aplikasi Kinerja
Jumlah PD yang telah menerapkan
disiplin kerja melalui Aplikasi.
Jumlah pegawai yang telah promosi
dan mutasi secara perodik berdasarkan
penilaran kinerja dan a,tsesment.

J,

4.

5.

BKD Dsesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan dan
penetapan Sasaran
Kinerja Individu
berorientasi hasil
(outcome) sesuai pada
levelnya melalui Aplikasi
PPK Online.

2 Penyelarasan ukuran
kinerja individu dengan
indikator kinerja individu
level di atasnya

3 Penilaian/ pengukuran
kine{a individu secara
Periodik melalui Aplikasi
Kineria

4 Monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan aturan
disiplin/kode etik&ode
perilaku

I



ROAD MAP REFOR ASI BIROXRASI PEUERINTAH I(ABUPATEN

xEDtRt TAHUN 2021.2026

Area
Perubahan Rencana Aksi

Tahun
Indikator / Hasil yang diharapken

Penganggung
Jawab

Anggaran

2O2t | 2022 zo23 I 2024 2025 2026
5 Hasil Penilaian kine{a

individu sebagai dasar
pengembangan karier
individu sebagai wujud
pemberian reward dan
punisment bagi
pesawai

G Pengembangan Sistem lnformasi Kepegawaian l. Tersedianya sistem informasi
kepegawaian yang telah
disempumakan
Terintegrasinya sistem informasi
kepegawaian
Meningkatnya indeks SistemMerit
dari KASN

3.

BKD Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyempumaan dan
pemutakhiran sistem
informasi kepegawaian
sesuai kebutuhan dan
dapat diakses oleh
seluruh pegawai

) Pemanfaatan sistem
informasi kepegawaian
sebagai pendukung
pengambilan kebijakan
manaiemen SDM
Pengintegrasian sistem
informasi kepegawaian

4 Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi
pengembangan sistem
informasi kepegawaian

I



ROAD iIAP REFOR ASI BIROXRAST PE ERINTAH XABUPATEN

rEDIR! TAHUN 2021.2026

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun

Indikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab
Anggaran

2021 2022 2023 2024 2025 2026
H Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi l Tersusunnya rencala pengembangan

kompetensi pegawai
Terlaksananya pengembangan pegawai
berbasis kompetensi
Tersusun dan ditetapkannya kebijakan
pengembangan kompetensi pegawar
Tersusun dan ditetapkannya
penyempumaan standar kompetensi
jabatan
Meningkatnya hdeks Profesionalitas
ASN dari Kemenpan RB

J-

4.

5.

BKD Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyempumaan Standar
KompetensiJabatan

2 Penyempumaan petaprofi I
kompetensi
Individu

3 Penyempumaankebijakan
pengembangan
kompetensi pegawai

4 Pelaksanaan asseszenl
kepada seluruhpegawai

5 Penyusunan rencana
pengembangan
kompetensi Pegawai

6 Pelaksanaan
pengembangan pegawai
berbasis kompetensi
berdasar rencana dan
kebutuhanpengembangan
kompetensi

I



ROAD IUAP REFORMASI BtROI(RASI PEMERINTAI{ XABUPATEN

KEDIRI TAH U N 2021.2026

Arer
Perubehan

Rencana Aksi
Tahun Penganggung

Jawab
Anggaran

2021 2022 2023 2024 2025 2026

7 Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi
pengembangan pegawai
berbasis kompetensi
secara
berkala

I Pengem bangan Manajemen Talenta l. Tersusun dan ditetapkannya kebijakan
pengembangan manajemen talenta

2. Tingkat keterisisan jabatan

berdasarkan hasil manajemen talenta
(umlah keterisian j abatan b€rdasarkan
hasil manajemen talenta dibagi formasi
jabatan x 1007o)

BKD Dsesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan/
penyempurnaan kebijakan
pengembangan
manajemen ta.lenta
(talent pool)

2 Pemetaan talenta
digunakan sebagai proses
penempatan
jabatan kitikal dan
rencana suksesi i abatan

J Sosialisasi kebijakan
pengembangan
manaiemen talenta

4 Implementasi manajemen
talenta,diantaranya dalarn
pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi

lndikator / Hasil yang diharapkan



ROAD MAP REFOR ASI BIROXRAAT PE ERINTAH TABUPATEN

xEDlRr TAH Ut{ 2lJ21 -2026

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun

Indikotor / Hasil yang diharapkan
Pengrnggung

Jawab
2021 2022 2023 2024 2025 2026

5 Pelalsanaan monitoring
danevaluasi
pengembangan
manajemen talenta

V

4

ol)

4)

A Keterlibatan Pimpinan l. Terwujuclnya keterlibatan pimpinan
dalam rapat pembahasan penyusunan
Renstra, Penetapan Kinerja, dan
pemantauan capaian kinerja melalui
Aplikasi Kinerja
Rapat pelaksanaan monev capaian
kinerja organisasi setiap satu bulan
sekali

Bappeda

Bagian Organisasi

Disesuaikan
dengan
anggarar OPD
terkait

I Pen),usunan Renstra
dengan melibatkan
pimpinan secara langsung

I

2 Penytsunan
Penetapan /Pe{anjian

Kinerja dangan
melibatkan pimpinan
secara lanqsung

3 Pemartauan capaian
kinerja oleh pimpinan
secara berkala

4 Pelaksanaan monitoring
dan evaluasi atas

keterlibatan pimpinan
dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi

I

Anggaran



ROAD MAP REFORIUIASI BIROTRASI PEIf,ERINTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021.2026

Rencana Aksi
Tshun lndikator / Hasil yang diharapkan

Penganggung
Jawab

Anggrran

2021 2022 2023 2024 2025 2026

,I Pengelolaan Akuntabilitas Kinerj a Meningkatnya kapasitas SDM yang
menangani akuntablitas kinerja
Tersusunnya pedoman akuntabilitas
kinerja
Terbangunnya sistem pengukuran
kinerja
Terlaksananya pemutakhiran data

kinerja secara berkala
Tercipanya anggaran yang efektif
dan efisien
Terlaksananya reward dan punishment

bagi organisasi perangkat daerah
berdasarkan hasil capaian Perjanjian
Kinerj aKepala Perangkat Daerah

melalui Aplikasi Kine{a
lndeks Perencanaan
Tersedianya kerangka logis kinerja
yang dijadikan sebagai penentuan

kinerja seluruh pegawai (keselarasan

kinerja perangkat daerah secara

be{enjang dari pimpinan perangkat

daerah sampai pelaksana)

J.

4.

5.

8.

Bappeda

Bagian Organisasi

lnspektorat

Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Peningkatan kapasitas

SDM yang menangani
akuntabilitas kinefa

2 Penyusunan/
penyempumaan pedoman

akuntabilitaskinerja

3 Pengembangan sistem
pengukuran kinerja
berbasis elekhonik yang

tenntegasi dengan
perencanaan dan
penganggaran, dandapat

diakses oleh pimpinan
dan seluruh pegawai

1 Pemutakhi ran data kinerja
secara berkala

Area
Perubahan



ROAD AP REFORIASI EIROXNASI PE ERIXTAH TAIUPATEN

f,EDIRI TAHUN 2021.2026

Penganggung
Jawab

AnggaranIndikator / Hasil yang diharapkan

Presentase realisasi capaian kinerja
dengan ( pr€sentase realisasi capaian
kinerja kegiatan dibanding presentase

realisasi anggaran di masing-masing
perangkat daerah)

Rencana AksiArea
Perubahan

Pelaksanaan
akuntabilitas kineda
yang berdampak pada

efektifi tas dan efi siensi

akuntabilitas kinerja
dalam mendorong
efektifrtas dan efi siensi

anggamn

Pernberlakuan
dm punishment bagtr
perangkat daerah
berdasarkan hasil
capaian Pujanjian
Kinerja Organisasi

logis kine{a organisasi
sebagai penentuan

kinerja selunrh
pegawai

T'ahun

202t 2022 2023 2021 2023 2026



ROAD MAP REFORi'IASI sIROXRASI PEMERINTAH KAEUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021.2026

Rencana Aksi
Tahun

Anggaran

2021 2022 2023 2024 2025 2026

'o!

oo

{)
c.

A Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) L Terselenggaranya SPIP
2. Meningkatnya nilai maturitasSPlP

dari BPKP

Inspektorat Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan/
penyempumaan kebijakan
pimpinantentang
penyelenggaraan SPIP

2 Pembangunan dan
identifi kasi lingkungan
pengendalian

3 Pelaksanaan penilaian
risiko atas organi sasi/unit
keria

4 Pelaksanaan kegiatan
pengendalian untuk
meminimali sir risiko yang
telah
diidentifikasi

5 Menginformasikan dan
menglomunikasikan SPI
kepada seluruh
pihak terkait

6 Pelaksanaanpemantauan
pengendalian intern

7 Evaluasi atas
penerapur SPI olehunit
keria

Area
Perubahan

lndikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab



ROAD ilAP REFOR ASI BIROXRAS! PE ERINTAH TAIUPATEN

xEDlRl TAtlu N 20,21'2026

Penganggung
JawabIndikator / Hasil Yang diharaPkon

Area
Perubahan

Inspektorat Disesuaikan
dengan
anggaran
OPD terkait

menjamin kePatuhan dalam

pengelolaan keuangan daerah

erintah(APIP)

Pengawasan intem yang

berfokus padac/rerl dan

berbasis

Pelaksanaan Pengawasan
fungsionalatas
pengelolaan keuangan

negara guns

mempenahankan oplnl
WTP dari BPK

dengan
anggaran
OPD terkait

1.

2.

J.

Tersusunnya Peraturan
penanganan gratifikasi
iurrun[ p".*gt ut aaerah Yang telah

melaL'ukan sosialisasi kebrjakan

penangan gratifikasi
J umlah OPD Yang telah melakukan

P u bl rc camPa i ga Penanganan
gratifikasi berupa poster dan website

kebijakan Penanganan
Gratifrlasi



ROAD AP REFOR AST BIROf,RASI PE ERI TAH XAIUPATEN

f,EDIRI TAHUN 2021.2026

Area
Perubrhan

Rencana Aksi
Tahun

Indikator / Hasil yang diherapken

Jumlah gratifikasi yang dilaporkan dan
ditindalilanj uti
N,lonev dan pelaporan setiap satu tahun
sekali di masing-masing OPD
Presentase pelaksanaalpenyampaian
LHKPN dan LHKASN

Penganggung
Jawab

Anggrran

2021 2022 2023 2024 2025 2026

3 Implementasi penanganan
gratifikasi

4 E atas

penanganan gratifikasi

5 Tindak lanjut atas hasil
evaluasi penanganan
Gratifikasi

6 Fasilitssi pelaksanaan
penyampaian LHKPN dan
LHKASN

D Penanganan Pengaduan Masyarakat Terselenggaranya penanganan
pengaduan masyarakat
Pelaksanaan pengaduan melalui
aplikasi yang sudah terintegrasi
dengan layanan pengaduan nasional
(sP4N-LAPOR!)
Pengembangan aplikasi pengaduan
Halo MasBup lebih userfriendly

Inspektorat

Dinas Komunikasi
danlnformatika

Bagian Organisasi

Disesuaikan

1 Penyusunan/penyempu
maan kebijakan tentang
penanganan
pengaduan masyarakat

dengan
anggaron OPD
terkait

2

Implementasi
penanganan pengaduan
masvarakat
Tindak lanjut atas
penanganan pengaduan
masyarakat

4 Evaluasi atas penanganan
pengaduan
masyarakat

5 Tindak lanjut atas

evaluasi penanganan
pengaduan masyarakat

I



ROAO MAP REFORMASI B!ROKRASI PEMERINTAH XAEUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021.2026

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun

lndikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

Jawab
Anggaran

2021 12022 | 2o2J | 2024 | 2o2s | 2026

f Implementasi W istle-Bl owing System l. Tersusu lya peraturan kebijakan
tentarlg Whistl e Bl av ing System

Jumlah perangkat daerah yang telah
melakukan sosialisasi kebijakan
tentarry Whi stl e Bl ow ing System

Jumlah OPD yang telal melakukan
Public campaign petr.urg tut Whistle
Blowing Systemberupa poster dan

website di nrang layanan (publik).
Jumlah penanganan llhis tle Blowing
Slslem yang dilaporkan dan
ditindaklanjuti
Monev dan pelaporan setiap satu

tahun sekali di masing-masing OPD

3

4.

5.

lnspektorat Disesuaikan
dengan
anggaran
OPD terkait

I Penyusunan/penyempu
rnaan kebijakan
tertz,Jg Wi s t I e B I ox' i n g
Syslem

2 Sosialisasi l{hi.slie
Blou'ing System

3 lmplementasi l{histle
Blowing System

4 Evaluasi atas pelaksanaan
Whistle
Blowing Syslem

5 Tindak lanjut atas hasil
ev ahasi Wh i s t I e B I ow i ng
syslem

F Pembangunan Zona lntegritas (Quick wins) l. Jumlah PD yang telah mengikuti
pembinaan zona htegritas.

2. Jumlah OPD yang telah menyusm
zona integdtas

3. Tersusurmya dokumen evaluasi unit
ke{a yang telah membangun zona
integritas

Inspektorat Disesuaikan
dengan
anggalan
OPD terkait

I Perencanaan zona
intesritas

2 Penetapan unit yang akan
dikembangkan menjadi
mna integritas

3 Membangun zona
intesritas

4 Evaluasi atas zona
integritas



ROAD IVIAP REFOITMASI BIROKRASI PEMERTNTAH KABUPATEN

t(EDt Rt TAHUN 2021 -2026

Area
Perubshan Rencana Aksi

Tahu n
Indikator / IIasil yrng dihorapkrn

+ Ditetapkannya unil kerja menuju
WBK/WBBM

Penganggung
Jawab

Anggaran

lut | 2022 12023 12024 2025 2026
5 | Penetapan unit keda

I sebagai pionir "menuju
I WBICWBBM"

G Penanganan Benturan Kepentingan l. Tersusumya peraturan kebijakan
penanganan benturan kepentingan
Jumlah permgkat daerah yang telah
melakukan sosialisasi kebijakan
penanganan benturan kepentingan
Jumlah penanganan benturan
kepentingal yang dilaporkan dan
ditindaklanj uti
Presentase p€rangkat daerah yang
melakukan monitoring dan evaluasi
kebijakan penanganan bentumn
kepentingan secara berkala dan
melaporkan kepada Inspektorat

3.

4.

Inspektorat Di sesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan/penyempu
maan kebijakan
penanganan benturan
kepentingan

2 Sosialisasi kebijakan
penanganal benh[an
Kepentingan

3 Implementasi
penanganan bentuan
kepentingan

4 Evaluasi atas
penanganan benhran
kepentingan

5 Tindak lanjut atas hasil
evaluasi benturan
Kepentingan

H Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangln l. Tersedia laporan Keuangan yang
Handal

2. Nilai Indeks Taa Kelola Pengadaan
Barang/Jasa

Badan Pengelola
Keuangan dan
Aset Daerah

Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Pendampingan
Penytsunan Laporan
Keuangan

2 Pemantauan pengelolaan
Barang Milik Daerah
(BMD)



ROAD MAP REFORMASI BIROXRASI PEMER!NTAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2021-2026

Area
Perubahan

Rencana Aksi
Tahun

lndikator / Hasil yang diharapkon
Penganggung

Jawab

Bagian Pengadaan
Barang/J asa

Anggaran

2o2t 12022 | 2023 | 2024 2025 2026

Pemantauan pengelolaan
barang/jasa sesuai
Ketentuan

I Penguatan Manajemen Risiko l. Tersusumya perahlan kebijakan
manajemen risiko
Jumlah perangkat daerah yang telah
melakukan sosialisasi kebijalan
manajemen risiko
Jumlah perangkat daerah yang telah
mengimplementasikan manajemen
risiko
Presentase perangkat daerah yang
melakukan monitonng dan evaluasl
kebijakan manajemen risiko secara

berkala dan melaporkan kepada

Inspektorat

J.

4.

lnspektorat Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penyusunan /
penyempurnaan
kebijakan manajemen
risiho

2 Sosialisasi kebijakan
manaiemen risiko

3 Implemantasi manajemen
risiko

4 Evaluasi manajemut
risiko

5 Tindak lanjut atas hasil
evaluasi manajemen
risiko

J Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK I . Terlaksana.nya tindak lanjut atashasil
pemeriksaan BPK

Inspektorat

Badan Keuangan
Daerah

Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK



ROAD IAP REFOBMAAI BIROKRASI PE IERII{TAH KAAUPATE

KEDIRI TAHUN 2021.?,0.26

Area
Perubahan

Tahun
Anggaran

2027 2022 2023 2024 | 2o2S 2026

I

a

6t

6t

I

,rl
5!
tr

A Penerapan Standar Pelayanan (SP) t. Jumlah OPD yang telah melakukan
penyusunan / penyempurnaan / impl
ementasi / monev kebijakan SP dan
SOP yang relevan dengan tugas dan
fungsi pelayanan untuk menjamin
kepastian dan percepatan pelayanan .

Bagian
Organisasl

Disesuaikan
dengan
anggaran
OPD terkait

I Penyusunan/penyempu
maan kebijakan SP danSOP
Pelayanan dalam
memberikan pelayanan
kepada stakeholdcrs yang
dimaklumatkan

2 Penetapan SP dan SOP
Pelayanan

3 Implementasi SP danSOP
Pelayanan

1 Evaluasi (rcviu dan
perbaikan) SP dan SOP
pelayanan

Rencana Aksi lndikator / Hasil yang diharapkan
Penganggung

.Iawab



ROAD i,lAP REFORUAAI BIROKRASI PE ERII'ITAH KABUPATEN

KEDIRI TAHUN 2(J2'1.2026

Area
Perubahan Rencana Aksi

Tahun
Indikator / Hasil yang diharapkan

Penganggung
Jawab

Anggaran
2021 I 2022 ll2023 1 2024 2025 I 2026

B Budaya Pelayanan Prima l. Meningkatkan kualitas SDM
pelayanan secara berkala
Standar pelayanan harus dipublikasi di
ruang layanan dan website
Menlusun dan mempublikasikan
Makh"rmat Pelayanan
Jumlah inovasi pelayanan yang
dikembangkan di masing-masing OPD
Jumlah ruang layanan pada perangkat
daerah yang sesuai dengan peraturan

J.

4.

5.

Bagian Organisasi Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Peningkatan kemampuan
dan/atau kompetensi
tentang penerapan budaya
pelayanan prima melalui
sosialisasi ataupelatihan
terkait

2 Pcngembangan inovasi
pelayanan publik

3 Pembangunan sistem
dalam pemberian
penghargaan dan sanksi
bagi pehrgas pemberi
pelayanan

4 Penyempurnaan sarana

layanan
terpadu/terintegrasi

C Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan l. Tersedianya layanan publik berbasis
teknologi informasi

2. Presentase perangkat daerah yang
telah menyediakan sistem inlbrmasi
pelayanan publik (melalui website)

Dinas Komunikasi
dan [nformatika

Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

I Penerapan teknologi
infonnasi dalam
memberikan pelayanan

2 Evaluasi dan perbaikan
teknologi informasi
secara terus menerus

I



ROAD MAP REFORMASI EIROKRASI PEMERIT{TAH KABUPATEN

KEOtRt TAHUN 2021-2l}25

Tahun Penganggung
Jawab

Anggaran

2021 2022 2t)23 2024 2025 | 2026

D Penguatan Layanan Konsultasi dan Pengaduarn (Help Desh) (Qttick Wins) l. Terlaksananya pengelolaan pengaduan

berbasis teknologiinfomrasi
Pembentukan SK Tim Pengelolaan
Pengaduan SP4N- LAIORI di
masing-masing OPD
Presentase unit layanan yang
menyediakan layanan konsultasi dan
pengaduan
Presentase pengaduan yang
ditindaklanjut

3.

4.

Dinas Komunikasi
danlnformatika

Inspektorat

Bagian Organisasi

Disesuaikan
dengan
anggaran
OPD terkait

I Penyempurnaan sistem
pengaduan pelayanan

berbasis teknologi
informasi

2 Penyempurnaan SOP
pengaduan pelayanan

3 Pembentukan unit
pengelola pengaduan
pelayanan

4 Tindak lanjul pengaduan
pelayananuntuk perbaikan
kualitas pelayanan

5 Evaluasi penanganan

keluhan dan masukatr

E Penilaian kepuasan terhadap pelayanan l. Terlaksananya survei kepuasan
pelayanan di masing-masing OPD
berbasis elektronik.

2. Terusunnya laporan IKM di masing-
masinc OPD dan tindak laniut.

Bagian Organisasi

lnspektorat

Disesuaikan
dengan
anggaran
OPD terkait

I Pelaksanaan survei
kepuasan pelayanan

Area
Perubahrn

Rcncana Aksi Indikator / Hasil yang diharapkan



ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEI{

KEDIRI TAHUN 2021.2025

lndikator / Hasil yang diharopkan

1, Jumlah presentase nilai IKM OPD
dcngan kriteria baik

2. Jumlah OPD yang melakukan
publikasi hasil IKM melalui wcbsite

3. Meningkatnya nilai indeks monev
pelayanan publik (lPP) dari
Kementerian PANRB

Penganggung
Jawab

Area
Perubrhan

Tindak lanjut hasilsurvei
kepuasan pelayanan

Tersusunnya peraturan
pengembangan inovasi
Jumlah perangkat daerah yang telah
mengikuti sosialisasi dan pembinaan
pengembangan inovasi
Jumlah perangkat daerah yang tolah
mengembangkan inovasi yang

berkelanjutan lebih dari satu tahun
Hasil evaluasi telah digunakan uatuk
perbaikan inovasi

Bagian Organisasi

Dinas Komunikasi
danlnformatika

Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Daerah

Disesuaikan
dengan
anggaran OPD
terkait

Pengembangan lnovasi

Rencana Aksi
Tahun Anggiren

2021 2022 2023 2024 2025 2026

kepuasan pelayanan
melalui websire

3

t'

I Penyusrnan Kebijakan
pengembangan inovasi

2 Sosialisasi dan pembinaan
pengembangan inovasi

3 Implementasi
pengembangan inovasi

4 Evaluasi pengembangan
lnovast

5 Tindak lanjut atas hasil
evaluasi perbaikan inovasi



ROAO flAP REFOR ASI BIROKRASI PEXEN!f,TAH KABUPATEX XEDIRI
TA|{U]{ 2021-2026

BABV

MANAJEMEN Pf,,LAKSANAAN REFOR]I,IASI BIROKRASI 202I.2026

5.1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri

Agar pelaksanaan retbrmasi birokrasi di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kediri berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang

baik. Untuk itu dibentuk Tim Refonnasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri

yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan Keputusan Bupati Nomor

188.4512371418.08/2017. Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan

pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri. Tugas dari Tim Reformasi Birokrasi ini adalah:

I . Merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kediri;

2. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program

prioritas di Pemerintah Kabupaten Kedirig

3. Menjaga kesinambungan program-progam yang telah berjalan baik;

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang

dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder;

6. Merancang rencana manajemen perubahan sesuai dengan bidang tugasnya;

7. Melaksanakan fokus penrbahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi bet'alan

secara masif dan dilaksanakan oleh perangkat Daerah pengampu, maka

diperlukan keterlibatan aklif dari setiap pimpinan perangkat Daerah sehingga

program reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara bersama dan sejalan.
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5.2. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam

rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan

terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas

pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah te(entu, dan prioritas

yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana

aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah

setidaknya setiap satu bulan sekali;

2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang

dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui e-suruei' Survei

paling sedikit dilakukan enam bulan sekali;

3. PengelolaanPengaduan;

4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;

5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi'

Pada tingkat Pernerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan

terhadap selur"uh plogram dan kegiatan sebagaimatra direncanakrur dalam rencana

aksi, dilakukan melalui media:

I . Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah

dibentuk, sedikitnya tiga bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno;

2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja

yang dipimpin oleh ketua pelaksana refonnasi birolcasi' paling tidak

3.

4.

5.

6.

dilatnrkan tiga bulan sekali;

Survei rutin melalui media online urrruk mengetahui indeks kualitas

pelayanan yang diperscpsikan oleh masyarakat;

Pengelolaan pengaduan;

Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;

Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-

masing kelompok kerja pada rapat pleno'



ROAD MAP REFORIA3I BIROKR SI PEIERIiI'AH I(ABUPA'CiI I(EDITI
TAI{Ui{ 202{ -2026

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme dilakukan dengan cara sebagai berikut:

I . Setiap unit kerja./koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan kegiatan

dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing Perangkat

Daerah, wajib melakukan monitoring secara terus menens terhadap kegiatan

yang menjadi tanggungj awabnya;

2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah secara rutin,

paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera

ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala Perangkat

Daerah;

3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib

merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas

dasar langkahJangkah perbaikan yang sudah dirumuskan;

4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka

permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;

5. Seluruh hasil monitoring disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok

ke{a Area Perubahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) dan

disampaikam kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang

koordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri, mekanisme dilakukan sebagai

berikut:

3.

Setiap kelompok ke{a wajib melakukan monitoring secara terus menerus

terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerint,h

Kabupaten Kediri yang menjadi tanggung jawabnya;

Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan

kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Kabupaten;

Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan;

Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai rindak lanjut

hasil keputusan rapat pleno;

l.

4.
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5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinsikan oleh

lnspektorat memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.3. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam

rencana aksi dilalorkan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama

dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah

daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan prioritas yang menjadi

fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana aksi,

dilalrukan melalui media:

I . Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah

setidaknya setiap enam bulan sekali;

2. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang

dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Setidaknya survei

dilakukan setahunsekali;

3. Survei rutin secara onlirrei

4. Pengelolaan pengaduan;

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali;

6. t-aporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reforrnasi birokrasi dalam enam

bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kediri, pelaksanaan evaluasi

dilakukan terhadap seluruh prr.rgram dan kegiatan sebagaimana direncanakan

dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

l. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah

dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno'

2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja

yang dipimpin oleh ketua pelaks416 reformasi birokrasi, paling tidak

dilalarkan enam bulan sekali.

3. Survei rutin melalui intemet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan

yang dipersepsikan oleh masyarakat.

4. Pengelolaan pengaduan.

5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
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6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh rnasing-

masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan unnrk evaluasi

seluruh kegiatan reformasi birokasi.

Pada lingkup Perangkat Daerah, mekanisme evaluasi dilakukan sebagai

berikut:

l. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan

kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-rnasing

Perangkat Daerah, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali

terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

3. Kepala Perangkat Daerah bersama tim di Perangkat Daerah, wajib

merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas

dasar langkah-langkah perbaikanyang sudah dirumuskan;

4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup Perangkat Daerah, maka

perrnasalahar dapat dibawa pada tilgkat kelotrpok kerja darr plclo;

5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan dan dibahas dalam tingkat kelompok

kerja Area Penrbahan (Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) dan

kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Kabupaten ;

Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri, mekanisme dilakukan sebagai

berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib meleLkukan evaluasi setiap enam bulan sekali

tcrhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi

Pemerintah Kabupaten Kediri yang menjadi tanggungiawabnya;

2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan

kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Kabupaten;

3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan;

4. Kelompok ke4'a melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak

lanjut hasil keputusan rapat pleno;
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5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh

Inspektorat Kabupaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

5.4. Pendenaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam Road Map Reformasi

Birokrasi harus mampu terakomodir dalam setiap tahap perancanaan program

dan anggaran. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan ddarr Road Map

Reformasi Birolaasi mampu dibiayai melalui penganggaran setiap Perangkat

Daerah pengampu.
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Dokumen Routl lap Refomrasi Biroklasi Pemerintah Kabupaten Kediri

tahut 2021-2O26 merupakan dokumen perencanilan reformasi birokrasi tahap

ke-3i terakhir setelah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Kediri tahun 2020-2026 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar

pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama 6 (enam)

tahun mendatang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi

yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan targer

target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh jajaran

Perangkat Daerah yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana

aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya

masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor

sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Kediri til:litn 2021-2O26 dilakukan dengan memperhatikan

kebumhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun

rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkahJangkah reforrnasi

birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru

yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai

permasalahan skategis yang harus dipecahkan. Karena itu, filngsi monitoring dan

evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melalarkan perbaikan

berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi

birokrasi, setiap Perangkat Daerah harus terus menerus berupaya untuk

melakukan upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasat'an

Reformasi Birokra.si.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan

dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun

harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap

Pemerintah Kabupaten Kediri harus terus dibangun agar dapat dibangun tata
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pemerintahm yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten

Kediri telah berkomitrnen untuk melaksanakan Reformasi Birokasi secara

bersungguh-sungguh.

BUPATI KEDIRI,

ttd
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